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ABSTRAK 

 

Dalam hubungan perkawinan yang menimbulkan kewajiban seorang 

suami untuk menafkahi anak dan istrinya,dalam islam telah ditetapkan bahwa 

seorang suami yang menjadi seorang ayah selain untuk kewajiban menafkahi 

istrinya ia juga memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya sesuai dengan 

batas kemampuannya. Nafkah adalah apa saja yang diberikan seorang suami 

terhadap istri dan anak-anaknya seperti, pakaian tempat tinggal ataupun 

kententraman hidup sehingga istri dan anak-anaknya merasakan kenyamanan atau 

kebahagiaan, Penelitian ini dimaksudkan untuk mejawab permasalahan yang 

timbul: Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru 

Dalam menyelesaikan gugatan Kelalaian Hak Nafkah Anak Dalam Perkara No. 

1665/Pdt.G/2016 D/PA/PBR ? Apa akibat hukum bagi orang Tua yang Tidak 

melaksanakan  Kewajibannya Dalam Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian, 

Tujuan dalam suatu perkara ini adalah untuk melaksanakan kewajiban seorang 

bapak setelah perceraian kepada anak-anak nya dalam pemberian hak nafkah 

anak.  

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penilitian hukum normatif dengan 

cara mempelajari putusan perkara No: 1665 /Pdt.G /2016 D/PA/ PBR, dan 

tergolong kedalam sifat deskrptif. Yaitu suatu penelitian yang memberikan data 

seteliti mungkin tentang kelalaian suami terhadap hak nafkah anak dalam 

perceraian dilihat berdasarkan putusan No: 1665 /Pdt.G /2016 D/PA/ PBR, dan 

pertimbangan majelis Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memutuskan perkara 

No: 1665 /Pdt.G /2016 D/PA/ PBR, dan membandingkan pendapat para ahli dan 

peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.  

Dari hasil penilitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, penggugat adalah 

istri dari anak yang bernama Yafied Wilyam Febriansyah yang mengajukan 

gugatan kelalaian hak nafkah anak terhitung mulai dari 21 bulan tidak menfkahi 

anak. Hal ini terbukti sesudah perceraian tidak pernah lagi menfkahi anak selama 

21 bulan, maka agama pengadilan pekanbaru mengabulkan gugatan penggugat 

berdasarkan putusan No: 1665 /Pdt.G /2016 D/PA/ PBR, dan memberikan 

kelalaian hak nafkah anak kepada penggugat, dalam hukum islam seorang bapak 

wajib menafkahi anaknyan dan perceraian tidak menghentikan kewajiban 

tersebut, sedangkan ketentuan tentang besarnya hak nafkah anak tidak ditentukan 

tetapi hakim diberi kewenangan untuk menentukan jumlah hak nafkah anak atau 

biaya pemeliharaan terhadap anak dengan memperhatikan kesanggupan ayah 

dalam memberikan hak nafkah anak tersebut. 

 

Kata kunci : Kelalaian Suami, Hak Nafkah Anak, Perceraian 
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ABSTRACT 

 
 

            In marital relations that give rise to the obligation of a husband to provide 

for his child and wife, in Islam it has been determined that a husband who 

becomes a father in addition to the obligation to provide for his wife he also has 

an obligation to provide for his children according to his limits. Livelihood is 

what is given by a husband to his wife and children, such as living quarters or the 

tranquility of his life so that his wife and children feel comfort or happiness. This 

study is intended to answer the problems that arise: How to consider the Panel of 

Judges of the Religious Court in Pekanbaru complete the Child Labor Rights 

Negligence lawsuit in Case No. 1665 / Pdt.G / 2016 D / PA / PBR? What are the 

legal consequences for parents who do not carry out their obligations in child 

rights after divorce? The purpose of this case is to carry out the obligations of a 

father after divorce to his children in the provision of child rights. 

 

            This study belongs to the type of normative legal research by studying 

case decisions No: 1665 / Pdt.G / 2016 D / PA / PBR, and classified into 

descriptive nature. That is a study that provides as much data as possible about the 

negligence of a husband on the rights of livelihood of a child in divorce based on 

the decision No: 1665 / Pdt.G / 2016 D / PA / PBR, and consideration of the 

Pekanbaru Religious Court in deciding case No: 1665 / Pdt. G / 2016 D / PA / 

PBR, and compare the opinions of experts and applicable legislation. 

 

             From the results of this research it can be concluded that, the plaintiff is 

the wife of a child named Yafied Wilyan Febriansyah who filed a lawsuit for 

negligence of the child's right of living starting from 21 months not providing a 

child. This is evident after the divorce never provided a child for 21 months, then 

the new court religion granted the plaintiff's claim based on the verdict No: 1665 / 

Pdt.G / 2016 D / PA / PBR, and gave the plaintiff the negligence of the child's 

rights, in Islamic law a father is obliged to provide for his children and divorce 

does not stop the obligation, while the provisions on the size of the right of child 

livelihood are not determined but the judge is given the authority to determine the 

number of child rights or maintenance costs for the child by paying attention to 

the father's ability to provide the child's right to live. 

 

Keywords: Husband negligence, Child Livelihood Rights, Divorce 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

 Hubungan perkawinan yang menimbulkan kewajiban seorang suami untuk 

menafkahi anak dan istrinya,dalam islam telah ditetapkan bahwa seorang suami 

yang menjadi seorang ayah selain untuk kewajiban menfkahi istrinya ia juga 

memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya sesuai dengan batas 

kemampuannya. Nafkah adalah apa saja yang diberikan seorang suami terhadap 

istri dan anak-anaknya seperti, pakaian tempat tinggal ataupun kententraman 

hidup sehingga istri dan anak-anaknya merasakan kenyamanan atau kebahagiaan. 

 Seorang bapak memiliki kewajiban untuk memberikan hak nafkah bagi 

anak-anaknya, sebagaimana kewajiban ini memerlukan syarat-syarat sebagai 

berikut : 

1. Anak-anak yang masih membutuhkan biaya untuk hidupnya dan belum 

mampu untuk bekerja yang dipandang dari segi keaadaan yang masih kecil 

ataupun karena keadaan fisik mentalnya yang menghalanginya untuk 

bekerja; 

2. Ayah memiliki harta dan kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan anak 

atau berhak memberikan biaya hidup serta menjadi tulang punggung 

kehidupannya. 

Adapun ketentuan tersebut dimaksudkan bahwa apabila seseorang anak 

yang telah sampai  pada umurnya dan mampu untuk bekerja dan tidak 

memiliki halanggan untuk bekerja maka kewajiban seorang ayah untuk 
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menafkahinya menjadi gugur, tetapi berbeda halnya apabila seorang anak yang 

telah mencapai umurnya atau baliq yang terhalang karena sesuatu hal sehingga 

tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya maka tetap menjadi kewajiban 

ayah memberi nafkah terhadap anaknya. (kulsum, 2007) 

 Pasangan suami istri yang telah becerai sedangkan dalam perkawinan 

tersebut telah lahir anak-anak yang belum dewasa, maka kewajiban seorang 

istri untuk merawat anak-anaknya sampai anak memahami keadaan orang 

tuanya, sedangkan seorang bapak dibebankan kewajiban untuk memberikan 

nafkah bagi anak-anaknya yang meliputi pemberian makanan, tempat tinggal 

dan pakaian yang layak termasuk biaya-biaya yang timbul selama anak berada 

dalam asuhan ibunya seperti biaya pengobatan, sekolah dan lain sebagainya. 

Perceraian yang terjadi terhadap pasangan suami istri yang telah memiliki 

keturunan atau anak, berdampak kepada kelangsungan hidup anak karena 

secara tidak langsung kehidupan anak akan menjadi terganggu, disatu sisi anak 

membutuhkan bapak untuk  memberikan nafkah dan disisi lain anak juga 

memerlukan ibu untuk memelihara dan mendidiknya, sehingga dalam islam 

mengatur tentang hak pemeliharaan terhadap anak setelah perceraian orang 

tuanya. (sahrani, 2009)  

 

Kewajiban seorang ayah untuk membiayai kehidupan anak-anaknya yang 

masih kecil tidak hanya berlaku sepanjang adanya ikatan perkawinan tetapi 

juga berlanjut setelah terjadinya perceraian sehingga perceraian tidak dapat 

menggugurkan kewajiban seorang ayah untuk menfkahi anak-anaknya, tetapi 
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tidak demikian halnya terhadap kewajiban seorang suami terhadap istrinya 

karena seorang suami tidak wajib untuk menafkahi istrinya yang telah dicerai 

setelah iddah istri berakhir.     

Pemeliharaan atau pengasuhan terhadap anak berlaku sepanjang kedua 

unsur terpenuhi yaitu adanya orang tua yang merawat dan adanya anak yang 

akan diasuh atau dipelihara, keduanya harus memenuhi syarat untuk wajib dan 

sahnya tugas pengasuhan tersebut, dalam masa ikatan pernikahan pasangan 

suami istri diberikan beban kewajiban yang sama untuk mengasuh dan 

memelihara anak-anaknya, setelah terjadi perceraian yang harus memisahkan 

keduanya maka kewajiban pemiliharaan anak pun dipisah, dimana sebagai 

seorang ayah dibebankan kewajiban untuk memberikan nafkah yang 

mencukupi kehidupan anak-anaknya dan sebagai seorang ibu istri wajib untuk 

melihara dan mendidik anak-anak sehingga anak tidak menjadi terlantar 

karena perceraian tersebut.  (undang-undang, 1974)     

       terjadinya perceraian karena adanya talak dari suami kepada istrinya, oleh 

sebab itu dalam pasal 41 (C) Undang-Undang Nomor. 1/1974, pengadilan 

dapat mewajibkan pada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan 

dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya, kewajiban 

dari mantan suami berupa mut’ah, nafkah iddah (bila istri tidak nusyus) dan 

nafkah untuk anak-anak. Perkawinan dan perceraian merupakan suatu 

peristiwa hukum yang menyangkut hubungan keperdataan antara seorang laki-

laki dengan seorang perempuan untuk dapat hidup bersama maupun untuk 

mengakhiri kebersamaan tersebut yang dikenal dengan perceraian, setiap 
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perceraian selalu memberikan dampak bagi kelangsungan hidup anak-anak 

yang dihasilkan dari perkawinan, hak pengasuhan atau perwalian terhadap 

anak menjadi suatu hal yang sering yang menimbulkan perselisihan baru 

dalam masalah perceraian karena menyangkut atas hak nafkah anak-anak 

mereka. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk kelurga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (undang-

undang, perkawinan, 1974) 

Dilihat dari tujuan dari perkawinan yang ditegaskan dalam pasal 1 undang-

undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, perkawinan itu 

bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa, artinya dalam suatu perkawinan 

tersebut diharap pasangan yang telah terikat dalam perkawinan dapat hidup 

bersama selamanya, bahagia lahir dan bathin berdasarkan kepada ketuhanan 

yang maha esa.   

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak 

yang telah terikat dalam perkawinan yang memiliki tujuan untuk memutuskan 

ataupun membuka ikatan perkawinan yang telah terjadi, perceraian atau 

putusnya perkawinan pada dasarnya baik undang-undang No.1 Tahun 1974 

perundang-undang lainnya maupun menurut hukum agama maupun hukum 

adat dapat benarkan akan tetapi ketentuan yang demikian hanya daapat 

dilakukan dalam batas-batas yang merupakan alternatif terakhir dalam 
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menyelesaikan segala persoalan. Yang dapat mengancam kelangsungan dari 

sebuah ikatan perkawinan. 

Adapun yang dimaksudkan dengan perceraian itu sendiri adalah sebagai 

berikut:  

1. berdasarkan undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

perceraian adalah perpisahan atau putusnya pernikahan ketika pihak-pihak 

masih hidup dengan alasan yang tepat dan dapat diterima, ditetapkan 

dengan putusan pengadilan; 

2. Menurut hukum perdata, perceraian adalah penghapusan pernikahan 

dengan surat keputusan pengadilan atas tuntutan salah satu pihak dalam 

perkawinan; 

3. Menurut hukum adat, perceraian adalah bercerainya atau putusnya 

perkawinan antara suami dan istri yang diketahui oleh pihak kepala adat 

serta keluarga kedua belah pihak. 

Nasib anak serta kedudukan anak sesudah percerian ialah anak merupakan 

pokok utama yang selalu menjadi perhatian sebagai ruang lingkup masyarakat 

sehingga bagaimana kedudukan dan hak-hak dalam keluarga dan bagaimana 

seharusnya dia diperlakukan oleh orangtua bahkan dalam kehidupan masyarakat 

dan Negara dalam melakukan kebijakan-kebijakan dalam merperlakukan anak 

dengan baik ayah berkewajiban memberi jaminan nafkah kepada anak 

kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan nafkah dari bapaknya baik dari 

pakain maupun kebutuhan anak seperti tempat tinggal, pakaian meskipun ayah 

dan ibu sudah bercerai. Bagi seorang anak yang dilahirkan perceraian orangtua 
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akan mengguncangkan jiwa anak dikehidupannya kelak sehingga berdampak 

buruk bagi tumbuh kembang anak biasanya apabila terjadi perceraian orangtua 

yang paling sering menderita adalah anak. (media, 2012) 

Landasan hubungan ayah dan tanggung jawab ayah menfkahi anak selain 

karna hubungan darah daging tetapi anak juga sangat butuh pemeliharaan biaya 

hidup karna anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan 

hidupnya dan tergantung kepada adanya pihak yang bersangkutan untuk 

bertanggung jawab untuk  menjamin nafkah hidupnya, orang yang paling dengan 

anaknya adalah ibu dan ayah apabila ibu bertanggung jawab dalam mengasuh 

anak maka dari itu ayah berkewajiban dalam menafkahi anak kandung nya selama 

anak membutuhkan nafkah dari ayahnya sampai ank tersebut mandiri ia tidak 

wajib untuk menfkahi anaknya yang sudah mandiri atau anak yang mempunyai 

harta yang bisa mebiayai diri sendiri akan tetapi sebaliknya anak keturunan sudah 

semestinya berbuat baik kepada orangtuanya secara tulus karna orangtua lah dia 

terlahir kedunia ini. (mukhtar, 1993) 

Jika dikategorikan anak mempunyai empat golongan ialah hak untuk hidup, 

hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk tumbuh dan berkembang dan 

hak untuk menyampaikan perasaan, dalam ajaran islam ada dua perkembangan 

anak dalam hubungan hak asuh anak karna anak belum bisa membedakan mana 

bermanfaat dan mana yang berbahaya untuk anak oleh sebab itu penting orangtua 

untuk mengawasi anaknya karna anak belum tau apapun maka dari orangtua 

sangat diutamakan dalam membimbing anak tumbuh kembang anak tersebut. 

(manan, 2006) 
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Maka dari tiu perceraian sangat dibenci oleh Allah swt karna perceraian 

ini bukan saja merugikan kedua belah pihak keluarga tetapi anak juga menerima 

dampak percerian orangtua tersebut karna perceraian ini merupakan momok yang 

menakut bagi anak dan setiap keluarga karna antara lain gagalnya berkomunikasi, 

ketidak setiaan, atau KDRT, masalah ekonomi, pernikahan diusia muda dan tidak 

ada penyesuaian kedua belah pihak tentang kehidupan mereka yang baru 

Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma berkata : Aku mendengar 

Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda : 

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung 

jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta 

pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan 

dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di 

dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban 

atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam 

urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan 

tanggung jawabnya tersebut.” (HR. Al-Bukhari no. 844 dan Muslim no. 1829). 

(syaipudin, 2006) 

Apabila seandainya suami istri baik-baik saja dan rukun maka anak 

mendapatkan unsur yang baik dari kepribadiannya dan apabila orang tua taat 

agama serta melaksanakan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari maka anak 

akan mendapat kepribadian yang baik serta budi pekerti dalam keagamaannya. 

Pasal 9 undang-undang No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak 

menyebutkan bahwa orangtua adalah yang pertama bertanggung jawab kepada 
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anak atas terwujudnya kesejahteraan anak baik dari fisik atau rohani, jasmani serta 

kesejahteraan anak dalam memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa 

sehingga dapat tumbuh berkembang dan menjadi anak cerdas dan berbakti kepada 

orangtua serta bertakwa kepada tuhan yang maha esa serta berkemauan untuk 

meneruskan cita-citanya bagi bangsa dan Negara. (pasal 9 undang-undang nomor 

4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak) 

Dalam pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab 

terhadap anak dalam mengawasi dan memberikan pelayanan serta mencukupi 

kebutuhan anak dalam hidup anak dari orangtua samapai anak tersebut mandiri 

didalam beberapa aturan perundang-undangan dapat kita lihat secara langsung hal 

yang mengatur kewajiban orangtua terhadap anaknya diantarannya yaitu: 

a. Tanggung jawab orangtua terhadap anak setelah perceraian menurut UU        

perkawinan No. 1/1979. 

      Kewajiban ayah dan ibu didalam aturan hukum apabila telah 

dilangsungkan pernikahan kedua pasangan maka aka nada kewajiban istri dan 

suami dalam suatu pernikahan apabila tidak ada suatu ikatan tersebut antara 

perempuan dan laki-laki tidak melangsungkan pernikahan tidak akan ada adapun 

kewajiban suami dan istri akan timbul apabila istri dan suami dibarengi dengan 

kewajiban yang sama yaitu untuk membina rumah tangga yang kekal dan abadi. 

Kewajiban bersama antara suami dan istri dalam membina dan menjalin rumah 

tangga akan luntur apabila rumah tangga yang dibangun tersebut mengalami 

goncangan dan terlebih parahnya lagi apabila tatkala rumah tangga tersebut 
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bubar, perihal mengenai hal ini ini sebelumnya telah ada dan diatur dalam UU 

Perkawinan. 

 Didalam Pasal 45 disebutkan sebagai berikut : 

1. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 

sebaik- baiknya. 

2. Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku 

sampai anak anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku 

terus meskipun perkawinan antara keduanya putus. 

Selanjutnya dalam Pasal 47 dinyatakan sebagai berikut : 

1. Anak yang belum yang belum baliqh atau belum dewasa atau belum 

pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya 

selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 

2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam 

dan diluar pengadilan.  

Secara garis besar yang dijelas Undang-Undang diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa Undang-Undang Perkawinan mengatur hak kewajiban orang tua terhadap 

anak-anaknya walaupun rumah tangga telah putus karena perceraian. Kewajiban 

orangtua tersebut adalah: 

1. Orangtua wajib membiayai hidup serta mendidik anak-anak mereka 

dengan sebaik-baiknya. 

2. Kedua orangtua yang mewakili anak mengenai perbuatan hukum di dalam 

dan diluar pengadilan 
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3. Sebagaimana ada pun di dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan 

dijelaskan bapak berkewajiaban atas semua biaya pemeliharaan hidup dan 

pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya 

tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa 

ibu ikut memikul biaya pemeliharaannya dan pendidikan yang diperlukan 

anak, Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun kekuasaan sebagai 

orangtua dicabut. 

Adapun dalam kasus cerai talak, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan 

secara tertulis bertanggal 07 Desember 2016, yang diterima dan didaftar di 

kepaniteraan pengadilan agama pekanbaru dengan register Nomor 

1665/Pdt.G/2016/Pa/Pbr. Pada tanggal 07 Desember  2016 dengan alasan-alasan 

sebagai berikut : (1665/pdt.g/2016/pa.pbr) 

1. bahwa pengugat dengan tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri 

yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 1995 

sebagaimana yang tertuangkan didalam kutipan Akta Nikah Nomor : 

362/35/XII/1995 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan 

Tampan Pekanbaru Provinsi Riau; 

2. Bahwa dari pernikahan penggugat dengan tergugat telah dikarunia seorang 

anak yang bernama Yafied Wilyan Febriansyah Umur 16 Tahun ( 20 

Januari 2000) pada saat ini tinggal bersama penggugat ; 

3. Bahwa tergugat telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap diri 

penggugat di pengadilan agama pekanbaru, dan atas permohonan tersebut 
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telah diputuskan oleh pengadilan agama pekanbaru amar putusannya 

mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh tergugat, 

sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan agama pekanbaru dengan 

Putusan Nomor : 0879/Pdt.G/2015 Pa.Pbr pada tanggal 12 November 

2015 Jo putusan pengadilan tinggi agama pekanbaru dengan Putusan 

Nomor : 584 K/Ag/2016 Tertanggal 27 September 2016.    

Dalam perkara tersebut bahwa sebagai akibat hukum dari perceraian pengugat 

dengan tergugat yang telah diajukan tergugat, menimbulkan hak dan kewajiban 

bagi diri tergugat kepada diri penggugat diantaranya adalah sebagai berikut:   

1. Bahwa penggugat berhak atas nafkah tertinggal, karena semenjak tergugat       

meninggal rumah kediaman bersama yaitu dari 7 Januari 2015 sampai dengan 

dikeluarkan Putusan Makamah Agung Nomor: 584/K/Ag/2016 Tertanggal 27 

September 2016, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, 

jika dihitung maka sudah 21 bulan tergugat melalaikan kewajiban, oleh 

karena itu penggugat menuntut nafkah tertunda kepada tergugat selaku istri 

yang tergugat yang sah secara hukum. (1665/Pdt.G/2016/Pa.Pbr) 

2.  oleh karena itu anak penggugat dan tergugat yang bernama Yafied Wilyan 

Febriansyah berada masih dibawah umur dan saat berada dibawah hak asuh 

penggugat dan masih memerlukan biaya untuk kebutuhan hidup oleh karenan 

itu patut secara hukum untuk membebankan kepada tergugat untuk 

memberikan biaya hidup kepada wilyan febriansyah untuk setiap bulannya 

RP.3000.000- (tiga juta rupiah) dengan peningkatan 10% setiap tahunnya 

sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya kesehatan. 
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Dalam tuntutan primer pihak pemohon meminta majelis hakim mengabulkan 

tuntutannya untuk menghukum tergugat membayar nafkah tertunda sebesar RP. 

105.000.000- (seratus lima juta rupiah) dan memberikan kepada yafied willyan 

febriansyah untuk setiap bulannya sejumlah RP. 3000.000- (tiga juta rupiah) 

dengan peningkatan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut  dewasa atau 

mandiri, diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan 

 Menetapkan 1/3 (sepertiga) dari penghasilan tergugat diberikan kepada 

penggugat dan 1/3 (sepertiga) dari penghasilan tergugat diberikan untuk 

penghidupan anak dan menghukum tergugat menyerahkan 2/3 (dua sepertiga) dari 

penghasilannya diberikan kepada penggugat dan diserahkan secara langsung 

kepada penggugat dengan cara dipotong dibagian keuangan universitas riau setiap 

bulannya serta menetapkan biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai 

ketentuan yang berlaku.  

Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian terhadap kelalaian suami 

kepada hak nafkah anak. Untuk mempelajari masalah secara mendalam dan 

memberikan pandangan terhadap masalah tersebut serta mengetahui pertimbangan 

hukum majelis hakim  pengadilan agama pekanbaru dalam memutuskan suatu 

putusan No. 1665/Pdt.G/2016/PA/Pbr. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

masalah tersebut untuk melakukan penelitian serta menjelaskan secara terperinci 

dan merumuskan dalam judul : Tinjauan Terhadap Kelalaian Suami Terhadap  

Hak Nafkah Anak Dalam Peceraian Berdasarkan Putusan Nomor. 

1665/Pdt.G/2016/PA/Pbr.(Studi Kasus). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penejelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang 

masalah diatas, maka dapat dirumuskan dua masalah pokok yaitu :  

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama  

Pekanbaru Dalam menyelesaikan gugatan Kelalaian Hak Nafkah 

Anak Dalam Perkara No 1665 /Pdt.G /2016 D/PA/ PBR. 

 2. Apa akibat hukum bagi orang Tua yang Tidak melaksanakan  

Kewajibannya Dalam Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian. 

C. Tujuan Dan Manfaat Penilitian 

1. Tujuan Penelitian        

 Bercermin dari penilitian tersebut, maka beberapa tujuan pokok yang   

hendak dicapai dari penulisan dan penyusunan karya tesis ini adalah sebagai 

berikut: 

 a. Mengetahui konsep Nafkah anak berdasarkan sudut pandang normatif          

hukum  islam dan aturan yuridis perundangan-undangan Indonesia.  

b. Memahami substansi nilai-nilai fisolofis hukum yang terkandung 

dalam  ketentuan yuridis dalam hak nafkah anak dalam cerai dan dalam 

hukum keluarga di Indonesia 

2. Manfaat Penelitian      

 Penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang positif 

Khazanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perdata 

dengan cara menyajikan alasan - alasan logis tentang penting nilai-nilai 

yang terkandung dalam hak nafkah anak bagi kehidupan manusia 



14 
 

berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku di                                                      

Indonesia serta berlandaskan norma ajaran agama islam. (Perkawinan 

P. 3.-U.) 

D.    Tinjauan Pustaka 

Didalam suatu proses dalam berkeluarga seringkali terabaikan tugas 

sebagai kedua pasangan antara ibu dan ayah sehingga tidak ada lagi rasa sayang 

untuk saling mencintai antara kedua insan satu sama lain yang bisa 

mengakibatnya terjadinya perceraian, UU No.1/1974 tentang perkawinan tidak 

memperketatkan ruang lingkup mengenai istilah perceraian yang telah disebutkan 

pasal 39 ayat 1 undang-undang perkawinan ditemukan bahwa dalam perceraian 

hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang 

bersangkutan tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak yang mana untuk 

melakukan perceraian harus ada alasan dan sebab bahwa antara suami istri tidak 

dapat rukun lagi, menurut undang-undang pasal 30 ayat 2 terdapat beberapa hal 

yang menjadikan alasan terjadinya perceraian : (1974) 

a. Suka bermabuk, menjadi penjudi, berbuat zinah kebiasaan ini 

susah untuk dihilangkan. 

b. Meninggalkan istri selama 2 tahun tanpa alasan yang jelas dari 

diluar dugaan tersebut. 

c. Atau pun pihak dipenjara selama lima tahun pas berlangsungkan 

pernikahan. 

d. Karna pihak mempunyai kecatatan badan atau penyakit yang 

mengakibat tidak dapat menjalankan sebagaimana suami istri. 
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e. Pihak mungkin melakukan penganiayaan terhadap rumah tangga 

atau kekejaman yang membahayakan pihak yang lain  

f. Terjadinya pekelahian antara suami istri terus menerus dan tidak 

kunjung selesai sehingan untuk berdamai tidak ada lagi harapan 

dan kerukunan dalam rumah tangga.  (Perdata) 

Suami istri selalu mengakhiri dalam pernikahan akan diberikan akta 

perceraian sebagai tanda bukti putusnya pernikahan mereka yang ditanda tangani 

oleh kepala panitera. Dalam pasal 221 KUH perdata yang menentukan setiap 

putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap harus didaftarkan pada instansi 

berguna untuk dicatatkan oleh pejabat pencatat pada buku register perceraian 

pentingnya catatan ini adalah untuk memenuhi pasal 30 ayat 2 peraturan 

pemerintah No 9 tahun 1975 yang menentukan perceraian dianggap terjadi dan 

segala akibat terhitung sejak pendaftaran kecuali bagi mereka yang Bergama 

islam sejak jatuhnya pengadilan agama yang telah berkuatan hukum yang tetap. 

Dalamn pasal 41 undang-undang perkawinan disebutkan beberapa hal 

akibat hukum putusnya perkawinan yang dikarenakan terjadi perceraian:  

a. Baik suami atau istri tetap berkewajiban untuk memelihara anak 

dan mendidik untuk semata-mata demi kepentingan anak bila ada 

penguasaan terhadap anak dalam pengadilan memberi putusan. 

b. Ayah sebagai orangtua yang bertanggung jawab atas semua biaya 

pemeliharaan anak dan pendidikan yang diperlukan anak itu sendiri 

bilamana seorang ayah tidak memberi kewajibannya sebagai 
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orangtua maka pengadilan dapat menentukan ibu juga ikut 

memikulnya.  

c. Pengadilan agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 

memberikan biaya kepada anak untuk penghidupan dan atau 

menentukan bagi seorang ibu. 

Pasal diatas memberikan kejelasan bahwa: 

a. ayah yang sudah bercerai dengan ibunya berkewajiab memelihara dan merawat 

anak dengan sebaik-bainya demi kepentingan anak.  

b. seoarang bapak bertanggung jawab atas semua pemeliharaan anak untuk 

kehidupan anaknya serta pendidikan yang diperlukan anak bilamana ayah tidak 

dapat memenuhi sebagaimana mestinya maka pengadilan dapat menentukan 

bahwa ibu juga ikut memikulnya; 

c. suatu pengadilan juga bisa memutuskan untuk mewajibkan kepada mantan 

suami untuk memberikan penghidupan atau kepada mantan istri 

dalam pasal 209 KUH Perdata yang menyampaikan bahwa beberapa 

alasan yang melakukan terjadinya perceraian antara lain yaitu:  (Abdul Manan) 

a. zina 

b. Menjauhkan dari keluarga dalam kediaman bersama dengan niat jahat 

    c.. terjadinya hukuman mengakibatkan masuknya penjara selama 5 tahun atau   

hukuman yang setimpal berlipat ganda setelah pernikahan 

    d.  menganiaya atau melakukan kekerasan yang disebabkan oleh suami atau 

terahadap istri yang membahayakan pihak dan jiwa yang terjadi akibat 

KDRT sehingga terjadi penganiayaan.. 
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perpisahan bisa terjadi karna adanya perceraian dari suami atau tidak dapat 

menjalan hubungan perkawinan dengan rukun dalam pasal 117-122 kompilasi 

hukum islam menyangkut talak ialah putusan suami yang berada disidang 

pengadilan agama terjadinya penyebab putusnya jalinan kasih antara kedua belah 

pihak. Dalam gugatan cerai talak suami yang mengajukan petitum bermohon 

untuk di ijinkan untuk menggugatkan cerai kepada istri, pengajuan cerai telah 

diterima maka ceraikan bukan lagi dilakukan oleh suami tapi pihak pengadilan 

juga ikut menyampaikan permasalahan tersebut. 

Akan tetapi perceraian juga dapat diajukan oleh pihak istri yang merasa 

tidak ada kecocokan antara suami ataupun kurang kasih sayang suami kepada 

istrinya begitu juga sebliknya suami juga bisa mengajukan tersebut penyebab ini 

sudah diatur dalam pasal 24 tentang peraturan pemertintah No. 9 tahun 1975, 

memeriksa dan menyelesaikan perceraian yang diadukan oleh istri atas alasan 

terjadi zinah kepada suami untuk melakukan berdasarkan hukum sesuai dalam 

gugatan cerai biasa untuk melalakukan pembuktian berserta saksinya dan para 

sumpah pemutus atau berdasarkan hukum yang telah berkuatan hukum tetap 

bahwa suami melanggar atau melakukan tindak pidana tersebut. 

Dalam Suatu perkara perdata apabila pemeriksaan perkara sudah terlesai 

maka hakim ketua dapat menanyakan kepada pihak secara langsung apakah suatu 

sudah boleh diambil jika penggugat atau tergugat atau perkara sudah bisa diambil 

maka hakim akan menetukan sidang selanjutnya atas persetujan kedua belah pihak 

untuk membaut suatu putusan hakim harus bermusyawarah untuk mencangkup 

alasan-alasan hukum karna ia wajib mengadili atau menjatuhkan suatu gugatan 
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dan ia dilarang menetap suatu gugatan atas perkara yang tidak digugat atau 

memperkenalkan melebihi apa semestinya ia gugat, pada saat waktu sidang yang 

telah ditentukan kedua pihak yang berpekara dipersilakan masuk diruangan sidang 

maka kemudian hakim membacakan putusan didepan sidang terbuka ketika suatu 

putusan dibacakan maka didalam isi putusan diberitahukan tentang perintah 

hakim yang bersangkutan yang ditunjukan itu. 

Jadi perihal suami istri karna putus cerai maka harta tersebut telah diatur 

berdasarkan hukum yang mengatur tentang perkawinan artinya harta benda yang 

dikuasai suami istri didalam ikatan perkawinan sebagaimana mestinya menurut 

pasal 35 undang-undang No. 1/1974 yang dikatakan. (someiyati) 

1. kekayaan yang didapat selama pernikahan berjalan menjadi harta bersama. 

2. Harta bawaaan dari pihak mantan suami dan istri dan harta benda yang 

diperoleh dari sendirinya dari masing-masing pihak sebagai hadiah 

warisan dan dibawah pengendalian masing-masing sepanjang para pihak 

tidak menentukan lian. 

Berakhirnya dalam suatu hubungan perkawinan atas putusan pengadilan 

biasanya terjadi karna adanya salah satu pihak mengajukan gugatan cerai atau ada 

pihak keluarga yang tidak setuju dengan perkawinan antara kedua belah pihak 

tersebut oleh sebab itu pengadilan menyetujui perkawinan karna ada dasar yang 

bertentangan dengan syarat perkawinan yang telah ditentukan dikemudian hari 

oleh undang-undang beserta hukum agama. (junaedi, 2002) 

Meskipun dalam agama islam,diperbolehkan perkawinan yang putus 

karna adanya perceraian tetapi disisi Allah swt itu sangat dibenci perbuatan 
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tersebut walaupun sah ketika diucapkan oleh suami tapi harus ada pengadilan 

yang mengatasi masalah tersebut dan memutuskan didepan pengadilan agama. 

Untuk mengatasi segala bentuk kewajiban yang timbul dalam perceraian dalam 

suatu masalah perkara perkawinan, putusan pengadilan apabila dilakukan 

dipengdilan agama dengan baik karna mantan suami melaksanakan perceraian 

tersebut. 

Disebutkan pasal 39 ayat 1 perceraian hanya dapat terjadi sidang pengadilan 

setelah pengadilan tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam 

agama islam perceraian didapat dilakukan disidang pengadilan agama sedang non 

agama islam disidang dipengadilan negeri. 

Perceraian antara suami istri ialah urusan pribadi antara kedua belah 

pihak yang seharusnya tidak perlu dicampur tangan oleh pemerintah namun demi 

menghindar dari tindakan yang seharusnya tidak terjadi maka pengadilan ikut 

turut campur dalam masalah dan demi kepastian hukum maka perceraian harus 

melalaui pengadilan. (Abdul Manan L. c.) 

Denagn adanya hubungan ketentuan perceraian yang harus dilakukan 

pengadilan maka syarat ini berlaku juga bagi mereka yang beragama islam 

biarpun pada dasarnya islam tidak menetukan suatu perkara yang dieselesaikan 

dipengadilan  tetapi alangkah bagusnya karna ketentuan baik mendatang sifat 

fositif dan kebaikan bagi suami istri maka sudah semestinya orang yang beragama 

islam harus mengikuti ketentuan tersebut. 

 Putusnya perpisahan antara suami dan istri akibat perceraian maka tidak 

terlepas dari tanggung jawab kedua belah pihak untuk memelihara anak serta 
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mendidik anak-anaknya guna bermanfaat untuk anak dimasa depan apabila terjadi 

masalah mengenai hak asuh anak maka pengadilan akan memberi putusan 

tersebut dan harus diterima kedua belah pihak dalam penguasaaan orang tua 

menurut peraturan UU Nomor.1/1974 yaitu biarpun terjadi perceraian 

penguasaaan anak tetap dijalan karna masih dibawah umur sampai anak tersebut 

mandiri tidak akan berubah menjadi perwalian dalam pengturan kitab Undang-

Undang Hukum Perdata pasal 298,299. 

Ayah sudah semestinya bertanggung jawab atas semua kebutuhan anak 

dan biaya pemeliharaaan serta pendidikan atau pembelajaran yang sangat 

diperlukan untuk masa depan anak kalau seandainya ayah tidak dapat memenuhi 

kewajibannya sebagai orangtua terhadap anak tersebut maka ibu juga ikut turut 

serta membantu untuk semua kebutuhan anak oleh karena itu pengadilan harus 

menentukan biaya hidup untuk anak kepada kedua belah pihak tersebut.  

(Perkawinan) 

E.Konsep Operasional 

 Berdasarkan judul penilitian diatas tinjauan terhadap kelalaian suami 

kepada hak nafkah anak dalam cerai berdasarkan putusan 

no.1665/pdt.g/2016/pa/pbr (studi kasus) maka dioperasionalkan sebagai berikut : 

1.Menyelidiki dan mempelajari serta mengetahui penyebab-penyebab   

yang terjadi disuatu masyarakat mengenai kelalaian suami kepada hak 

nafkah anak. 

2.Nafkah anak adalah kewajiban suami serta hak untuk membiayai 

penghidupan terutama atas kekuasaaannya, karna orangtua yang 
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memiliki poin utama yang harus dipenuhi anak untuk mendapatkan 

nafkah serta dapat dinikmat oleh anak dari orangtua . 

3.Suami wajib menafkahi anak-anaknya apa bila statusnya sudah bercerai 

karna kewajiban ayah menafkahi anak sampai anaknya dewasa atau 

mandiri. 

4.Berdasarkan putusan no.1665/pdt.g/2016/pa/pbr (studi kasus) adalah 

kasus tentang kelalaian suami kepada hak nafkah anak 

F. Metode Penelitian 

 Untuk lebih mempermudahkan penilitian penulis mengunakan metode 

penilitian sebagai berikut :                                              

1. Jenis dan sifat penilitian  

Dilihat dari jenisnya penilitian ini tergolongan pada penilitian hukum 

normatif dengan cara mempelajari berkas perkara no: 1665/pdt.g/2016/pa.pbr, 

sedangkan penilitian ini adalah bersifat deskriftip yaitu suatu penilitian yang 

memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala yang dapat 

membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun 

teori-teori baru.         

2.   Data dan sumber data         

 Data yang dikumpulkan didalam peniltian ini adalah data sekunder yang 

terdiri dari dua kelompok yaitu  

1. Bahan hukum primer adalah data pokok yang penulis kumpulkan dan 

berhubungan langsung dengan penilitian penulis yaitu berupa berkas 

perkara no: 1665/pdt.g/2016/pa.pbr; 
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2. Bahan hukum sekunder yaitu data yang berasal dari peraturan perundang-

undangan dan buku literatur lainya yang berhubungan dengan hukum 

perkawinan di Indonesia.  

3. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan bahasa Indonesia. 

3. Analisis Data  

 Data yang telah penulis peroleh dari putusan perkara no: 

1665/pdt.g/2016/pa.pbr, maka didentifikasi sesuai dengan  masalah pokok, 

selanjutnya data tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang 

jelas terperinci, kemudian dibandingkan dengan pendapat sarjana dan peraturan 

perundang-undangan, terkhir diambil kesimpulan dengan berpedoman kepada 

cara induktif yaitu penyimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus mengenai hak 

nafkah anak no: 1665/pdt.g/2016/pa.pbr, kepada hal-hal yang bersipat umum 

mengenai perkawinan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan 

pendapat para sarjana. 
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      BAB II 

           TINJAUAN UMUM 

 

A. Tinjauan Umum Perceraian  

 1. Pengertian Perceraian  

Kata cerai artinya pisah berarti berpisahnya antara suami dan istrti, jadi 

perceraian adalah perpisahan antara laki-laki dan perempuan. Menurut pasal 38 

(1) UU No. 1/1974 dikatakan perkawinan dapat putus karna kematian, perceraian 

dan atas putusan pengadilan. Dengan demikian perceraian adalah salah satu sebab 

putusnya perkawinan. (hadikusuma, 1983) 

Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan 

putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi 

pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik 

dengan putusan hakim atau tuntutan Suami atau istri. Dengan adanya perceraian, 

maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak 

menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan 

kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”. Jadi, perceraian 

adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan 

berakhirnya hubungan keluarga rumah tangga antara suami dan isteri tersebut.  

Kenyataannya, menjalankan biduk rumah tangga tidak segampang dan 

semulus yang diinginkan dan seharapkan semua orang. Banyak hal-hal kecil dan 

masalah sepele sampai kepada hal-hal yang serius yang dianggap tidak dapat lagi 

diselesaikan atau tidak ada jalan keluar. Perceraian bukanlah kehendak bagi 
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manusia akan tetapi perceraian itu bukan juga jalan keluar dan Tidak ada seorang 

pun menginginkannya karena pernikahan merupakan hal yang sangat suci dan 

berlangsung sekali seumur hidup manusia, untuk membangun rumah tangga yang 

damai dan tenteram. 

berikutnya pasal 39 (1) UU No. 1/1974 menyatakan bahwa perceraian 

hanya dapat dilakukan di depan pengadilan yang berwenang setelah pengadilan 

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 

Jadi perihal bercerai antara suami istri tidak boleh atas tindakan sepihak dari 

suami atau istri atau kedua pihak saja. Boleh saja terjadi karena suatu perselisihan 

rumah tangga terjadi perpisahan tempat tidur, perpisahan tempat kediaman, tetapi 

perpisahan dalam arti putus perkawinan harus dilaksanakan dimuka pengadilan. 

Menurut hukum islam perceraian itu disebut talak dan talak itu hukumnya 

makruh artinya tercela (celaan), sebagaimana dari hadist Ibnu Umar yang 

diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dikatakan yang dimaksudnya: 

“ telah berkata Rasululloh S.A.W.: Sebenci-benci barang yang halal pada   

sisi Allah yaitu talak’’. 

Oleh karena itu menurut ajaran islam talak itu ada tiga tingkatan, yaitu 

talak satu dan talak dua dimana perkawinan itu dapat rujuk (kembali) sebelum 

habis iddah dan boleh kawin lagi sesudah habis iddah. Sedangkan talak tiga tidak 

boleh rujuk lagi, kecuali siwanita telah kawin dengan orang lain dan kemudian 

telah bercerai pula. Perceraian itu membawa akibat bagi hukum terhadap 

kedudukan anak dan harta perkawinan. Misalnya walaupun orang tua bercerai 
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namun mereka tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut         

( pasal 45 UU no. /1974). 

Perceraian menjadi jalan terakhir untuk menyelesaikan persoalan dalam 

pernikahan yang telah jauh dari tujuan semula, perceraian membawa akibat hukum 

dimana jika dalam pernikahan tersebut telah lahir anak maka perceraian berpengaruh 

terhadap hak asuh anak dan biaya hidup anak selain itu perceraian juga berakibat hukum 

terhadap harta kekayaan bersama  

Islam telah mengatur segala sesuatu dalam al-qur’an tidak hanya dalam 

waktu beribadah, seperti sholat, zakat, puasa haji dan lain-lain, islam juga 

memberi aturan dalam berumah tangga, termasuk bagaimana tidak terlesaikan 

masalah dalam rumah tangga tersebut, islam mengizinkan perceraian tetapi Allah 

sangat membenci perceraian itu. Artinya bercerai adalah pilihan terakhir bagi 

suami istri ketika tidak ada jalan untuk keluar atau berdamai. (M.Dagun, 1990) 

Apabila suatu pernikahan antara suami dan istri tidak menemukan 

kebahagiaan dalam hubungan perkawinan bahkan menambah permasalahan serta 

jauh dari rahmat tuhan yang maha esa, maka dapat dimaklumi bahwa pernikahan 

tersebut harus diakhiri, karna perceraian tidak diperboleh apabila tidak terjadi 

keributan didalam rumah tangga atau masalah kecil akan tetapi perceraian tidak 

lah mudah, perceraian sejatinya diperbolehkan dalam islam apa bila didalam 

rumah tangga tidak ada jalan untuk berdamai maka perceraian baru diperkenankan 

jika telah terjadi masalah komplek atau yang sangat prinsip dalam rumah tangga. 

Dalam perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah 

pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. 

Ketika terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak islam tidak melangsungkan 



26 
 

untuk mengakhiri pernikahan tetapi dilakukan secara berdamai. Untuk melakukan 

percerain tersebut harus ada alasan yang kuat, bahwa kedua belah pihak tidak bisa 

berdamai kembali untuk melanjut kehidupan rumah tangga sebagai suami dan 

istri. Apabila trejadi kasus perceraian, seorang istri lebih mengalami dalam 

masalah menangani anak sementara seorang bapak lebih memikir bagaimana 

mengatasi situasi ini. 

Seorang ibu kurang memperlihat kasih sayang kepada anak-anaknya, 

khusunya terhadap anak laki-laki, suatu sikap yang berbeda sebelum perceraian, 

ibu ini memperlakukan putra lebih keras, memberi tugas dan acaman serta 

mendidik anak tidak sistematis bersifat memaksa, apabila terjadi kasus perceraian 

teryata seorang bapak dan ibu berbeda cara mendidik dan mengasuh anaknya 

misakan dari segi perhatian dan kasih sayang, namun dalam perbedaan ini tidak 

lah aneh karena dalam rumah tangga pun cara bapak dan ibu berbeda tetapi juga 

sebaliknya karena karakter ayah digambarkan kurang dekat dengan anak-anaknya 

maka dalam suatu kasus perceraian seorang bapak jarang mengambil risiko, dan 

barangkali digambarkan bahwa tokoh ibu memang sangat dekat dengan anak-anak 

maka dapat disimpulkan dalam perceraian ini biasanya yang mengasuh anak 

adalah kaum ibu serta dalam mendidik anak-anaknya sampai anak tersebut 

tumbuh berkembang menjadi dewasa dan tugas seorang bapak adalah menafkahi 

anak-anaknya tersebut sampai anak itu menjadi mandiri. (kuncoro, 2010) 

Tidaklah mengherankan jika teman seumurannya kurang berminat dan 

tidak menghiraukan kelompok anak ini. Pada tahun pertama banyak teman sebaya 

menjauhi atau tidak bermain bersama mereka lagi. Mereka sering menyendiri dan 
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hanya sedikit di antara mereka dipilih oleh temannya untuk mengajak bermain. 

Kebanyakan di antara mereka bergaul dengan anak-anak yang berusia lebih kecil 

atau dengan kelompok teman putri. Ada juga gejala lain pada anak laki-laki dari 

keluarga cerai ini lebih memperlihatkan sikap kasar kepada teman-temannya. 

Gejala ini timbul mungkin sebagai akibat dari sikap kasar ibunya yang menimpa 

diri mereka.  

2. Alasan Perceraian 

Setiap perceraian yang terjadi tentu didasari atau dilatarbelakangi dengan 

berbagai permasalahan yang terjadi dalam perkawinan. Perceraian yang tanpa 

alasan adalah perceraian yang hukumnya haram. Dalam fikih tidak disebutkan 

terperinci tentang alasan-alasan yang menyebabkan perceraian, akan tetapi 

dijelaskan tentang beberapa tindakan yang biasa menyebabkan perceraian seperti 

syiqaq, nusyuz, zhihar, li’an, dan ila’. 

           Pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan harus disertai dengan alasan 

alasan yang cukup sesuai dengan alasan-asalan yang telah ditentukan dalam 

Undang-Undang Perkawinan ini. Alasan perceraian menurut Hukum Perdata, 

hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-undang 

dan harus dilakukan di depan sidang. 

B. Tinjauan Umum akibat hukum perceraian 

Cerai merupakan suatu akhir dari pernikahan ketika pernikahan sering 

terjadi pertengkaran merasa tidak bahagia dan ketidak setiaan pasangan atau 

seringkali terjadi masalah lain sehingga berfikir untuk menyudahi pernikahan 

tersebut, bercerai dengan pasangan hidup sebagai salah solusi untuk 



28 
 

menyelesaikan masalah yang terbaik bagi seorang pasangan suami istri alas an 

sebagai pelajaran jalan keluar yang baik untuk merasa sakit hati akan tetapi 

dengan bercerai bukan berarti anda bebas dari masalah tetapi ada masalah lain 

yang harus dihadapi. Penyebab bercerai terjadi karna ketidakcocokan akibat 

kegagalan komunikasi antara suami dan istri sehingga berujung dengan 

perceraian, ketidaksetiaan salah satu penyebab perceraian karna salah satu pihak 

berselingkuh sehingga pasangan yang tersakiti mengajukan perceraian, kekerasan 

dalam rumah tangga KDRT ini adalah satu pemicu utama penyabab perceraian 

karna banyak pasangan memilih jalur cerai karna ingin selamat dari kehidupannya 

dan terakhir masalah ekonomi karna menganggap tidak mampu memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

Didalam hubungan berumah tangga pastilah kita mengharapakan yang 

lama dan langeng bahagia sampai maut memisahkan biarpun dalam kehidupan 

berumah tangga pasti ada masalah namun sebagai pasangan suami istri yang telah 

berkomitmen dihadapan Allah swt harus menyelesaikan masalah keluarga dengan 

bersamam-sama tetapi kadang kalanya permasalahan antara mereka berdua tidak 

terselesaikan kecuali dengan jalur cerai. Perceraian atau juga biasa disebut talak  

suatu pemutus hubungan pernikahan yang menurut aturan agama islam dan 

Negara, cerai atau talak dianggap salah satu cara yang terakhir untuk 

menyelesaikan permasalahan yang mereka miliki namun tidak berarti 

permasalahan tersebut selesai karna akan ada masalah hak asuh anak dan nafkah 

anak oleh karena itu kita harus sebisa mungkin untuk segera menghindari 

perceraian karna itu paling dibenci oleh Allah swt. (bahari, 2012) 
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Pernikahan adalah bukti janji antara kedua pasangan yang terikat dengan 

perjanjian untuk membina dalam kehidupan rumah tangga lahir dan bathin dengan 

mewariskan keturunan yang baik, sholeh dan sholeha dan meneruskan cita-cita 

mereka ke anak cucu, bilamana ikatan suatu pernikahan tidak dapat diwujud 

dengan bersama maka dalam perjanjian dapat dibatalkan dengan peceraian yaitu 

putusnya pernikahan antara kedua pasangan melalui putusan pengadilann. (Mahdi, 

2005) 

Bagi umat islam putus perkawinan disebut dengan cerai atau talak, talak 

adalah melepas ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan antara kedua pasangan 

dapat diketahui bahwa uraian diatas tersebut perceraian terjadi apabila kedua 

belah pihak tidak dapat berdamai lagi dalam mempertahan kehidupan rumah 

tangga karna tidak ada jalan lagi kecuali melalui pisah hubungan suami istri oleh 

karena itu perpisahan sebagai salah satu jalur terakhir bagi kedua pasangan untuk 

kebahagiaan yang sangat di inginkan sesudah terjadinya perpisahan, perpisahan 

kedua pasangan dibolehkan tetapi sangat dibenci oleh agama. (Ali, 2002) 

 Dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan No.1/1974 

sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 yaitu pernikahan ialah suatu ikatan 

lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai pasangan suami istri untuk 

membentuk keluarga yang bahagia kekal dan abadi.  (Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974) 

 Talak yaitu suatu keadaan dimana kedua pasangan tidak merasa cocok lagi 

didalam rumah tangga tersebut yang berakibatnya putusnya tali ikatan keluarga 
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melalui sidang pengadilan dalam urusan pernikahan, perceraian diatur dalam pasal 

38 sampai  pasal 41 UU perkawinan disebutkan pernikahan dapat putus: 

a. meninggal; 

b. perpisahan; 

c. keputusan pengadilan. 

Hancurnya pernikahan karna ada perceraian yang diatur dalam pasal  39/ dengan 

pasal 41 UU No. 1/1974 jo, pasal 14/ dengan pasal 36 peraturan pemerintah 

No.9/1975 , pasal 39 UU No.1/1974: 

(1) perpisahan hanya dapat terjadi didepan sidang pengadilan setelah pengadilan 

yang bersangkutan memutuskan perkara tersebut setelah berusaha mendamai 

kedua pasangan namun tidak bisa didamai kembali, 

(2) dalam mengajukan perceraian harus ada alasan yang kuat bahwa kedua 

pasangan tidak dapat rukun kembali dalam menjalankan hidup bersama.  

(3) dalam melakukan perceraian harus didepan sidang yang diatur dalam Undang-

undang itu sendiri. 

Sedangkan Pasal 40 UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: 

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, 

(2) dalam pengajuan gugatan cerai tersebut pada ayat 1 pasal diatur dalam 

perundang-undangan sendiri, berikutnya yang dimaksudkan dengan 

pengadilan sebagaimana telah disebutkan pasal 1 sub b pp Nomor 9/1975 bagi 

agama islam dipengadilan agama sedang bagi non muslim dipengadilan 

negeri.  
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Pernikahan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin 

dengan dasar iman, kehidupan bersama merupakan fenomena yang menjadi 

kodrat bagi setiap manusia sebagai makhluk sosial sehingga hanya manusia yang 

miliki kelainan sajalah yang mampu hidup sendiri atau mengasingkan diri dari 

pergaulan dan sosialisasi. 

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut talak atau furqah yaitu membuka 

ikatan perkawinan melalui pernikahan atau membatalkan perjajanjian sedangkan 

furqah artinya bercerai, kedua kata itu sering dipakai oleh ahli fiqih sebagai istilah 

yang berarti bercerai anata kedua pasangan, menurut istilah hukum islam talak 

dapat diartikan:  

1. menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi keterikatannya dengan 

mengunakan ucapan tertentu. 

2. Melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri. 

3. Melepaskan ikatan pernikahan dengan ucapan talak atau yang sepadan. 

Perceraian tidak boleh dilakukan setiap saaat yang dikehendaki meskipun 

diperbolehkan tetapi agama islam memandang bahwa adalah sesuatu yang 

bertentangan dengan asas-asas hukum islam, pelaksanaan perceraian itu harus 

berdasarkan pada suatu alasan yang kuat karena ini merupakan jalan terakhir yang 

ditempuh oleh pasangan suami istri apabila dengan cara lain telah diusahakan 

sebelumnya tapi gagal untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk keutuhan 

kehidupan rumah tangga. 

Istri yang telah diceraikan oleh suaminya maka setiap istri harus menjalani 

massa iddah, yang lama waktunya ditetapkan menurut keadaan istri yang 
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diceraikan atau suami yang menceraikan, apakah bercerai terjadi karena cerai 

proses pengadilan atau cerai kerena kematian setelah terjadi perceraian 

berdasarkan hukum perdata maupun hukum syari’at si suami dibebankan untuk 

memberi nafkah kepada pihak mantan istri dan apabila si suami tidak memberi 

nafkah kehidupan seperti uang belanja maka si istri ndapat mengajukan masalah 

tersebut kepada pengadilan agama. (hamid, 1998) 

Nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada istrinya 

setelah ada suatu akad pernikahan nafkah wajib karna ada akad sah, penyerahan 

diri istri kepada suami dan memungkin kan terjadi bersenang-senang, nafkah 

hanya diwajibkan atas suami karena tuntunan akad nikah dan karena 

keberlangsungan sebagaimana istri taat kepada suami selalu menyertainya, 

mengatur rumah tangga, serta urusan dalam mendidik anak-anak. (azzam, 2009) 

1. Menurut Hukum Islam 

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan 

Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena istri 

yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighat taklik talak. 

Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap 

sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan 

pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang 

timbul sebagai akibat hukum perceraian itu. Dalam hukum Islam,talak merupakan 

sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. (Soebekti, 2005) 

Cerai gugat dalam peradilan agama yaitu: 
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1. Talak 

Talak artinya putusnya ikatan pernikahan kedua pasangan secara langsung 

untuk masa yang akan datang  dan menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan 

suami istri serta pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna itu. 

2. Khuluk 

Khuluk artinya talak yang dijatuhkan oleh suaminya kepada istrinya karna 

telah menyetujui atau menuruti permintaan dari istri dengan jalan pihak istri harus 

membayar dan menyanggupi seharga kesepakatan antara dirinya dengan suaminya 

tersebut.  (Al-Hamdani, risalah nikah) 

3. Fasakh 

Fasakh artinya memutuskan pernikahan, perkara ini apabila diputuskan 

pihak istri membuat pengaduan kepada makamah dan hakim, tapi menurut 

pendapat yang lain fasakh adalah rusaknya atau putusnya perkawinan melalui 

pengadilan yang hakikatnya disebabkan sesuatu yang telah diketahui oleh akad. 

4. Zhihar 

Zhihar adalah ungkapan suami terhadap istri yaitu perkara yang 

diharamkan seorang suami yang mengeluarkan ucapan atau perkataan yang tidak 

boleh lagi mencampuri istri dan tidak pula bemesraaan dengan melalaui bagian 

anggota tubuhnya yang mana saja belum menembus dengan bayar kafarah 

sebagaimana ketentuan agama yang dimaksud tersebut. (Ibid h. 1.) 

1. Akibat Hukum Terhadap Perceraian Anak 

  Dalam suatu tindakan pemeliharaan anak yang masih kecil dalam 

perkawinan merupakan kewajiban dari kedua orangtua, istri sebagai seorang ibu 
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wajib menjaga dan memperhatikan segala kebutuhan si anak dan seorang suami 

memiliki kewajiban untuk membiayai kebutuhan anak, dalam islam pemeliharaan 

anak yang masih kecil disebut hadhanah. 

  Bercerainya antara suami dan istri tentu adanya berbagai permasalahan 

yang terjadi didalam pernikahan, putusnya pernikahan tanpa ada suatu alasan 

hukumnya haram, mengajukan gugatan kepada pengadilan harus ada alasan-

alasan yang tepat yang menyebabkan putusnya pernikahan tersebut yang terjadi 

berdasarkan KUHPerdata yang ditentukan undang-undang didepan sidang 

pengadilan. 

  Hadhanah berarti meletakkan suatu dipangkuan, hal ini mengandung 

makna bahwa pendidkan anak dari sejak lahir sampai dapat berdiri sendiri 

menjadi seorang wanita sebagai seorang ibu, pemeliharaan anak tidak dapat 

disamakan dengan pendidikan karena dalam pemeliharaan seorang anak 

terkandung makna pemeliharaan secara jasmani dan rohani, sedangkan 

pendidikan merupakan pengasuhan seorang anak yang dapat dilakukan oleh orang 

lain merupakan sebuah pekerjaaan. (Amir syarifuddin.) 

 Pemeliharaan anak dalam islam hukumnya wajib, baik selama orangtua 

masih terikat pernikahan maupun sudah terjadinya perceraian, orangtua yang 

menjadi pengasuh seorang anak  di syaratkan sebagai berikut: 

1. sudah dewasa karena orang yang belum dewasa dinilai tidak mampu untuk 

melakukan pemeliharaan anaknya. 
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2. Berfikiran sehat karena orang yang kurang akal seperti gila tentunya tidak 

dapat berbuat untuk dirinya sendiri apalagi jika dibebankan dengan 

kewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap seorang anak. 

Apabila seorang anak memiliki kedua orangtuanya yang memenuhi syarat 

mampan untuk melakukan pemeliharaan anak yaitu ibu dan bapaknya maka yang 

paling berhak mendapatkan hak pengasuh anak tersebut ialah ibu dengan alasan 

dan pertimbangan bahwa ibu memiliki rasa kasih sayang yang sangat dibutuhkan 

oleh anak tersebut bila pemeliharaan anak bersama ibunya maka ayah 

berkewajiban atas kebutuhan dan segala biaya anak yang diperlukan. 

Seorang istri atau dari anak-anak memiliki hak untuk mengasuh dan 

memelihara anaknya setelah terjadinya perceraian dengan syarat si ibu belum 

melangsukan pernikahan kembali, namun dalam hal ini yang harus diperhatikan 

adalah kepentingan si anak dalam artian dapat dilihat siapakah yangt mampu 

untuk memelihara dan menjamin kehidupan anak baik dari segi materi, 

pendidikan serta kepentingan anak lainnya. 

Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum dengan resminya seorang 

anak menjadi anggota keluarga melalui garis keturunan ia berhak mendapatkan 

berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya. Dengan hubungan nasab ada 

sederetan hak-hak anak yang harus ditunaikan orangtuanya dan dengan hubungan 

nasab juga dijamin hak orangtua terhadap anaknya.  

Peristiwa perceraian apa pun alasannya merupakan malapetaka bagi si 

anak disaat itu lah anak tidak lagi dapat merasakan kasih sayang sekaligus dari 

kedua orangtuanya padahal kasih sayang dari kedua orangtua merupakan unsur 
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yang sangat penting untuk perumbuhan mental seorang anak terebut, hancurnya 

rumah tangga kedua orangtua , tidak jarang membawa dampak terlantar 

pemeliharaan anak itulah sebab ajaran islam harus sedapat mungkin harus 

menghindarkan dari kata cerai. (efendi, 2010)  

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Hak Anak 

Hak dan tanggung jawab adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, anak 

memiliki hak dari orangtuanya dan orangtua dibebbani tanggung jawab terhadap 

anaknya. Seorang anak semestinya berbuat baik dan berkhidmat kepada orangtua 

secara tulus, anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai 

elemen masyarakat, dan bagaimana kedudukan serta hak-haknya dalam keluarga 

dan bagaimana seharusnya diperlakukan oleh kedua orangtuanya bahkan juga 

dalam kehidupan masyarakat dalam kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi 

anak. 

Adanya tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak, menunjukan 

bahwa anak sebagai sosok manusia dengan kelengkapan-kelengkapan dasar dalam 

dirinya baru mulai mencapai kematangan hidup melalaui beberapa proses seiring 

dengan pertambahan usia. Oleh karena itu anak memerlukan bantuan, bimibingan 

dan pengarahan dari orangtua. Mengasuh anakyang masih kecil hukumnya wajib, 

sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada 

bahaya kebinasan. biasanya ini juga berlaku disaat orangtua telah bercerai anak 

masih berhak untuk mendapatkan bantuan, bimibingan, dan pengarahan dari 

orangtua, inilah yang menjadi tugas dasar dari orangtua pemegang pemeliharaan 

anak dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum islam. 
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Anak yaitu sebagai titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus 

dilindungi karena didalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai 

manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak yaitu masa depan bangsa dan generasi 

penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari 

tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. (A.Geru, 2006) 

Yang dimaksud pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), secara khusus dapat diartikan 

anak adalah seseorang yang belum dewasa atau belum baliqh, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan.Anak atau belum lahir sebagai generasi penerus masa 

depan dan bangsa maka dari itu perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan 

hak-haknya yaitu hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan bersosialisasi secara 

wajar sesuai harkat dan martabat, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 

anak. (Moeliono, 1988) 

Anak dalam arti kamus besar bahasa Indonesia yaitu sebagai keturunan, 

anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, 

anak pada hakikatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu 

dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa. 

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan 

perundang-undangan: 

1. Dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) 

    Pengertian serta kedudukan anak dalam hukum pidana dikatakan yaitu seorang 

anak yang belum baliqh, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan 
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perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. 

Dalam Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan upaya hukum 

positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk 

membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut 

berhak atas kesejahteraan yang layak. (Setyowati, 1990) 

2. UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dalam pengertian anak menurut 

UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan 

Umum. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “ Anak adalah orang yang belum 

berusia 18 (delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak- 

    Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban 

adalah anak yang belum berumjur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami 

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh 

tindak pidana. 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pengertian 

anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5. 

5. UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak Pengertian anak menurut UU No 4 

/1979 tentang kesejahteraan anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. 

Pasal 1 angka 2 menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai 

usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. 

 

 



39 
 

2. Perlindungan Hukum 

Yaitu melindungi atau suatu perbuatan yang dilindungi sedangkan hukum 

seperangkat peraturan yang ada ditengah masyarakat yang memiliki sanksi yang 

sangat tegas yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib perarturan ini 

bersifat memaksa menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan 

masyarakat pada tahun 1959 yang disahkan oleh PBB pada 20 november bahwa 

perlindungan anak dibedakan yaitu: (Nashriana, 2011) 

a. Melindungi yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam :  

1. bidang hukum publik 

2. bidang hukum keperdataan 

b. Perlindungan non yuridis yang meliputi : 

     1. bidang sosialisasi 

     2. dalam bidang kesehatan 

     3. tentang bidang kependidikan 

3. Perlindungan Anak 

 Yaitu melindungi anak dari segala tindakan kekerasan serta untuk 

menjamin hak-haknya agar dapat hidup bebas tumbuh dan berkembang serta 

mentalnya tujuan perlindungan anak ini untuk melindungi anak tindakan 

kejahatan atau untuk mendapat hak anak sebagaimana mestinya dalam undang-

undang No. 23 tahun 2002 pasal 1 tentang perlindungan anak berarti melindungi 

anak Indonesia sebagai potensi sumber hak insani dan mengbangunkan manusia 

seutuhnya untuk menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Berdasrkan undang-

undang pancasila tahun 1945 dalam menegak perlindungan anak harus sedini 
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mungkin sejak anak tersebut dalam kandungan atau janin samapi anak tersebut 

dewasa, UU No.23/2002 tentang perlindungan anak yang meletakkan kewajiban 

terhadap perlindungan anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: 

a. kesataraan 

b. bermanfaat yang terbaik untuk anak; 

c. menjalani hak kelangsungan hidup dan hak-hak biaya hidup, 

d. menghargai tentang pendapat anak. 

Dalam melindungi anak hendaknya harus ada upaya dari masyarakat serta 

peran masyarakat dalam mengayomi tentang perlindungan anak serta kewajiban 

dalam lembaga keagamaan atau organisasi mayarakat demi untuk kelangsungan 

terjamin kehidupan anak serta pendidikan maka setiap orang wajib dalam 

melindungi anak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan nya dirinya setiap 

anak memiliki hak-haknya dalam kelangsungan hidupnya untuk tumbuh dan 

berkembang bagi dirinya sendiri. . 

1.Anak Sebagai Amanah  

Ayat Al-Qur’an telah menjelaskan bahwa anakm adalah titipan atau 

amanah yang diberikan kepada orangtua untuk merwatnya sampai dia dewasa dan 

mandiri sekaligus fitrah artinya anak adalah sebagai titipan untuk kedua 

orangtuanya untuk memelihara serta kelangsungan hidup anaknya yang sebaik-

bainya serta tumbuh berkembang menjadi manusia yang terdidik dan mempunyai 

akhlak yang mulia, menurut musdah mulia anak itu terjadi bukan karena rekasaya 

genetik manusia tetapi terjadi karna ada pertemuan antara sel telur dan sel sperma 

maka terjadi pembuahan antara kedua tersebut dengan ketentuan takdir Allah swt 
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serta izinnya sang maha pencipta segalanya Maksud kejadian manusia itu  adalah 

untuk beribadah kepadanya seperti dijelaskan dalam surat adzariat ayat 56: 

وْسَُ الْجِهُ  خَلقَْتُ  وَمَا                       ليَِعْب د ونُِ إلِّ ُ وَالِْْ

Artinya: “tiada kujadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada 

ku.” (Q.S. Adzariat :56) 

Seandainya anak juga merupakan suatu fitnah atau menjadi cobaan dari allah 

maha pencipta, sejauh mana para orang tua yang baik atau tidak, Karena banyak 

sekali orang tua yang terlena karena godaan anaknya seperti dijelaskan dalam 

surat al anfal ayat 28: 

ىٓاُ       مُْ أوَ مَآُ وَٱعْلَم  ل ك  ك مُْ أمَْىََٰ د  َُ وَأنَُ  فتِْىَة ُ وَأوَْلََٰ  عَظِيمُ  أجَْزُ  عِىدَي ُۥٓ ٱللّ 

Artinya: “ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai 

cobaan, dan sesungguhnya di sisi allah pahala yang besar.” (Q.S. Al-

Anfal :28) (indonesia, 2005) 

Apabila orangtua melalaikan kewajiban terhadap anaknya, maka maka bisa 

berbalik menjadi musuh orang tuanya, seperti di jelaskan dalam surat at taghabun 

ayat 14-15: 

مُْ مِهُْ إنُِ  آمَى ىا ال ذِيهَُ أيَُّهَا يَا ا وَأوَْلَّدِك مُْ أسَْوَاجِك  و ًّ  عَد 

ُرَحِيمُ ُُ               َُغَف ىر  ُاللَّ  واُفإَنِ  ىاُوَتَغْفزِ  وه مُُْۚوَإنُِْتَعْف ىاُوَتصَْفحَ  لَك مُْفاَحْذَر   

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya di antara istri-istrimu 

dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hati 

kamu terhadap mereka: dan jika kamu memaafkan mereka, maka 

sesungguhnya allah maha pengampun dan maha penyayang”. (Q.S. Al-

Taghabun :14-15) 
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Berdasarkan dua ayat diatas menjelaskan bahwa mempunyai anak 

bukanlah suatu perkerjaan melainkan suatu kewajiban orangtua terhadap anak-

anaknya yang harus diepenuhi dan janagan sampai anak tersbut menjadi morang 

yang tak berguna dikemudian hari maka dari orangtua sangat berperan penting 

dalam mendidik anak dan mengajari anak tentang agama suapaya dimasa depan 

nantik anak jadi berguna bagi seluruh masyrakat dan bangsa. 

 disaat ini kewajiban orang tua itu telah dikukuhkan dan mejelma dalam 

hak anak seperti dijelaskan dalam konvensi anak yang telah ditratifikasi oleh 

negara dan undang-undang perlindugan anak Nomor 23 tahun 2002. Bila orang 

tua tidak sanggup memenuhi hak anak maka hak tersebut dapat diserah pada 

negara. Oleh karena itu, mempunyai anak harus betul-betul direncanakan sesuai 

dengan kemampuan orangtuanya untuk memenuhi hak anak tersebut. Jangan 

sampai orangtua meluncurkan atau menjual anak karena ketidak mampuan 

orangtua dan diterima anak dengan kepatuhan.  

2.Deklarasi Hak-Hak Anak 

 Didalam garis besar deklarasi memuat dalam 10 asas tentang hak-hak anak 

yaitu melindungi secara khusus serta dalam memperoleh perlindungan anak 

secara khusus berupa tempat kelansungan hidup untuk mereka tumbuh dan 

berkembang secara wajar serta lingkungan yang sehat, pada tanggal 20 november 

tahun 1959 sidang umum tentang perisikatan telah disahkan hak-hak anak 

berdasrkan penjelasan yang diatas bahwa semua manusi berkewajiban untuk 

memberi yang terbaik untuk hak anak tersebut untuk mendapatkan jaminan 

social,kesehatan dan serta biaya hidup bagi kelangsungan anak serta pendidikan 
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yang semestinya yang dia berikan, orangtua adalah berkewajiban dalam 

membiayai hidup anak sebagaimana yang dituliskan oleh undang-undang yang 

mengatur tentang perkawinan, bahwa orangtua ialah peranan yang sangat penting 

bagi anak untuk mmendapat kasih sayang orangtua serta pendidikan yang terbaik. 

Kita bisa menyimpulkan bahwa deklarasi adalah suatu perlindungan hak 

asasi manusia untuk anak dalam mendapatkan hak hak anak sebagaimana 

mestinya supaya tidak terjadi penindasan dan kekerasan terhadap anak yang bisa 

mengakibat ganguan mental serta jiwanya. 

 Didalam sebuah seminar perlindungan anak/remaja yang diadakan oleh 

prayuwana ditahun 1977, mengatakan terdapat dua perumusan perlindungan anak, 

yaitu :  

1). Setiap orang maupun pemerintah dan swasta sudah melakukan segala apapun 

dan secara sadar untuk melindungi segala hak anak bertujuan untuk 

mensejahterahkan anak serta mental jiwa anak sesuai hak semestinya karna 

peranan pemerintah sangat penting dalam mengayomi anak menjadi lebih baik 

untuk masa depannya kelak 

2). Dalam segala apapun dengan sadar melakukan setiap orang baik itu 

orangtua,masyarakat, pemerintah itu bertujuan untuk mendapat perlindungan 

yang baik dalam kepentingan anak secara lahir batin samapi anak tersebut 

sudah dewasa atau belim nikah karna untuk mengembangkan jati diri anak 

secara optimal.  

 Dalam tulisan aspek hukum perlindungan anak, akan terbatas pada bidang 

hukum keperdataan, khususnya bidang hukum kekeluargaan mengingat aspek 
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hukum perlindungan anak mempunyai jangkauan yang luas, seperti tersebut 

dimuka, yaitu meliputi juga hukum publik, antara lain : hukum pidana, hukum 

acara, hukum Tata Negara. 

4. Ketentunan Undang-Undang Tentang Hak-Hak Anak 

 Dinegara Indonesia ketentuan dalam mengenai hak hak anak sudah 

diberlakukan karna ini sangat penting dan harus diperhatikan tentang melindungi 

anak. Sebagaimana dapat disebutkan secara garis besar haluan Negara bab ii. B. 

 Dalam membangunkan suatu pembangunan kota sebagai dampaknya 

terabaikan perlindungan anak dalam mengenai hak anak sehingga dapat menimbul 

masalah sosial. 

 Sebagaimana yang telah dikatan tentang perlindungan anak dalam 

persoalan haknya bahwa telah dikatakan berdasarkan UU pasal 34/1945 yang 

mengatakan bahwa Negara bertangung jawab penuh tentang melindungi anak dan 

fakir miskin.. 

 Ketentuan undang-undang dasar 1945 tersebut diatas, ditegaskan 

pengaturannya dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 4 tahun 1979 

tentang kesejahteraan anak. 

 Dalam pengertiann kesejahteraan anak dalam undang-undang No.4/1979 

tersebut diatas adalah dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan 

wajar baik secara rahasia, jasmani maupun sosial. 

 Didalam pasal 2 undang-undangn No.4/1979 menjelaskan hak-hak anak 

sebagai berikut: 
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-Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan  

kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khususnya 

untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. 

-Anak berhak,atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan 

sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga Negara 

baik dan berguna. 

-Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan 

maupun sesudah dilahirkan. 

-Anak berhak atas perlidungan terhadap lingkungan hidup yang dapat 

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan 

wajar. 

  Anak kandung ialah anak darah daging sendiri yaitu anak dari hasil 

keturunan hasil pencampuran antara suami dan istri jika perkawinan suami dan 

isteri itu sah maka anak-anak keturunan mereka adalah anak kandung sah jika 

seandainya pernikahan tidak sah maka anak hasil dari keturunan tersebut tidak 

sah juga, anak kandung yang tidak sah dapat mengakibatkan akibat hukum karna 

tidak dapat mengasilkan kedudukan adat tertentu karna tidak dapat harta 

peninggalan dari orangtua serta lainnya. 

 Berdasarkan pasal 43 ayat 1 UU perkawinan No.1/1974 dikatakan bahwa; 

 Anak yang lahir diluar pernikahan hanya berhubungan keperdataan dengan 

ibunya. 

  Jadi baik anak haram, anak jadah, anak sumbang dan sebagainya ialah 

yang dilahir diluar pernikahan tidak dapat apa-apa dari harta orang tuanya karna 
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dia hanya berhubungan sama ibunya saja atau keluarga ibunya jadi si anak 

meurut hukum perundangan tidak mempunyai hubungan dari bapak biologisnya 

jika kita ketahui dari pasal tersebut maka anak yang dimaksudkan adalah anak 

yang lahir diluar pernikahan tidak dikatakan diluar pernikahan yang sah oleh 

sebab itu anak yang dilahirkan didalam pernikahan ada hubungan keperdataaan 

dengan bapak yang membuahi si anak. 

  Kemudian kata-kata anak yang dilahirkan bukan berarti yang dikandung 

yang mana anak yang dilahir tidak sah karna diluar pernikahan bukan didalam 

pernikahan yang sah, apabila terjadi pertikaian anatara sahnya dan tidak sahnya 

anak atas permintaan pihak yang berkepentingan maka dari itu pengadilan dapat 

memutuskan sah dan tidak sahnya anak itu.  
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Dalam 

menyelesaikan gugatan Kelalaian Hak Nafkah Anak Dalam Perkara No 

1665 /Pdt.G /2016 /PA/ PBR 

Berdasarkan putusan perkara no,1665/pdt.g/2016/pa/pbr pengadilan agama 

pekanbaru memutuskan bahwa mengabulkan pemohonan permohon untuk 

menjatuhkan cerai talak terhadap termohon yang diajukan oleh tergugat 

sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan agama pekanbaru dengan 

putusan nomor: 0879pdt.g/2015 pa.pbr pada tanggal 12 nopember 2015 jo 

putusan pengadilan tinggi agama pekanbaru dengan putusan nomor: 

0002/pdt.g/2016/pta.pbr tertanggal 7 april 2016 jo putusan makamah agung 

republik Indonesia dengan putusan: 584k/ag/2016 tertanggal 27 september 2016.  

Mengenai gugatan kelalaian hak nafkah anak yang diajukan pihak penggugat 

terhadap tergugat merupakan kewenangan mutlak dari pengadilan agama 

pekanbaru dalam memutuskan kelalaian hak nafkah anak, pengadilan dalam 

menyelesaikan suatu perkara tersebut merupakan kewenangan yang didasarkan 

keluarnya putusan, putusan tersebut harus ada alasan-alasan dengan kata lain 

putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dan diikuti adanya pertimbangan-

pertimbangan dan memuat pasal yang menjadi dasar putusan tersebut. 

Putusnya pernikahan terjadi karna ada ketidak cocokkan antara kedua 

pasangan tersebut akan tetapi apabila pemohon dan termohon sudah bercerai dia 
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tetap berkewajiban untuk membiayai hidup anak karna anak tersebut masih belum 

bisa mandiri karna disebab factor usia yang dini, ayah adalah betangung jawab 

biaya-biaya serta kebutuhan anak atas nafkah anak sedangkan ibu sebagai 

pengasuh yang terbaik karna ibu adalah sosok yang lembut pennyayang serta 

untuk mendidik anaknya untuk menjadi lebih baik maka dari itu kalau kedua 

pasangan bercerai hendaklah bertangung jawab atas pemenuhan anaknya. 

  Sebagai akibat hukum dari perceraian tergugat yang telah diajukan 

pengugat terhadap tergugat, menimbulkan hak dan kewajiban bagi diri 

tergugat kepada diri penggugat diantaranya adalah sebagai berikut:  

(1665/Pdt.G/2016/Pa.Pbr D. b.) 

-Bahwa penggugat berhak atas nafkah tertinggal, karena semenjak tergugat       

meninggal rumah kediaman bersama yaitu dari 7 Januari 2015 sampai dengan 

dikeluarkan Putusan Makamah Agung Nomor: 584/K/Ag/2016 Tertanggal 27 

September 2016, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, 

jika dihitung maka sudah 21 bulan tergugat melalaikan kewajiban, oleh 

karena itu penggugat menuntut nafkah tertunda kepada tergugat selaku istri 

yang tergugat yang sah secara hukum. 

-Bahwa oleh karena anak penggugat dan tergugat yang bernama Yafied 

Wilyan Febriansyah berada masih dibawah umur dan saat berada dibawah 

hak asuh penggugat dan masih memerlukan biaya untuk kebutuhan hidup 

oleh karena itu patut secara hukum untuk membebankan kepada tergugat 

untuk memberikan biaya hidup kepada Wilyan Febriansyah untuk setiap 

bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya kesehatan. 
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Berdasarkan data yang penulis peroleh dari putusan perkara 

No.1665/Pdt.G/2016/PA.Pbr bahwa majelis hakim mempertimbangkan alat-alat 

bukti yang diajukan oleh penggugat yang dihungkan dengan dalil dari gugatan 

penggugat. Alat-alat bukti diajukan bertujuan untuk menyakinkan majelis hakim 

atas dalil gugatan. Pembuktian merupakan upaya untuk menyakinkan hakim 

tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dimuka sidang dalam suatu 

persengketaan. 

Dalam menguatkan dalil gugatannya penggugat mengajukan alat bukti surat 

berupa P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7, dan bukti P8, berdasarkan alat bukti yang diajukan 

oleh penggugat majelis hakim menemukan fakta bahwa antara penggugat dan 

tergugat telah bercerai di pengadilan agama pekanbaru maka majelis hakim 

menetapkan sendiri akibat talak tersebut sesuai dengan putusan.  

 Apabila telah terjadinya percerain yang harus dikukuhkan oleh orangtua 

adalah untuk menjaga sibuah hati supaya tidak terkucil dalam haknya serta 

perhatian dan kasih sayang karna itu sangat penting apalagi orangtua sudah 

bercerai itu sangat berdampak buruk bagi perilaku anak, rugi percerain bukan saja 

kedua orangtua berpisah akan tetapi mengakibatkan anak karna sudah jelas anak 

tidak tinggal lagi bersama kedua orangtuanya melainkan cuman satu orangtua 

yang ikutinya tidak dapat dapat mendapat kasih sayang secara langsung maka dari 

itu orangtua harus memberikan apa yang dibutuhkan anaknya suapaya tumbuh 

kembang dengan wajar seperti anak pada umumnya. 

Ayah yang masih berkewajiban dalam menafkahi anaknya ialah untuk 

melaksanakan sebagai orangtua sebagaimana mestinya yaitu meberik kebutuahn 
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anak, tempat tidur fasilitas belajar serta biaya hidup anak ini sangat penting karna 

untuk masa depan anak baik dan menjadi anak yang dibanggakan orangtua. 

Sebagaimanan diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara 

dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepantingan anak. 

Kemudian pembahasan mengenai tanggung jawab orang tua setelah perceraian 

juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan 

bahwa: (rofiq, 2013) 

          “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib    

memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 

tahun”. 

 Pengertian hadhanah menurut Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum 

Islam adalah:  

                “Pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan 

                 mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”. 

Hakn lain yang melekat pada anak, termasuk kewajibann orang tua bagi anak juga 

termuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Pasal 4 menyebutkan bahwa: 

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi 

secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 

Mengenai tanggung jawab orang tua juga disebutkan dalam Pasal 9 Undang-

Undang No. 4 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa; 
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 “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya 

kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”. 

         Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana 

yang telah diuraikan bahwa perkara ini adalah perkara kelalaian kewajiban suami 

kepada hak nafkah anak, maka sesuai ketentuan pasal 49 huruf a dan penjelasan 

pasal 49 ayat 2 angka(7) tahun 1989 tentang pengadilan agama,secara absoulut 

pengadilan agama pekanbaru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan 

memyelesaikan perkara ini. (1665/Pdt.G/2016/Pa.Pbr D. b.) 

Tuntutan hak menurut hukum secara islam dapat diajukan melalui dakwaan atas 

diri tergugat kepada pengadilan agama, yang merupakan  pengaduan yang dapat 

diterima oleh hakim dengan maksud untuk menuntut sesuatu hak nya yang merasa 

dirugikan. 

 Termohon sebagai suami yang digugat mengajukan pembelaan terhadap 

pokok perkara yang dikemukakan pemohon dimana termohon secara eksplisit 

telah membantah segala dalil pemohon tentang terjadi kelalaian hak nafkah anak 

antara dirinya serta dalil-dalil lainnya, bahwa tentang nafkah anak yang bernama 

Yafied willyam febriansyah tetap tergugat berikan dan tidak akan pernah tergugat 

melalaikan dari kewajiban tersebut, yafied willyam febriansyah tersebut bukan 

tergolong anak-anak lagi karena sudah berusia 17 tahun. 

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak seseorang dapat dikatakan sebagai seorang anak jika 

"Seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam 

kandungan". Anak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan, yakni segala 



52 
 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 

1. Pemberian tunjangan nafkah anak 

Ayah dari seorang anak wajib memberi setiap bulan untuk hidup anak 

berupa nafkah, pendidikan dan segala kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh 

anak sedangkan istri kewajiabannya tetap berlaku dalam merawat anaknya 

tetapi istri juga bisa meminta upah kepada mantan suaminya karna telah 

merawat anaknya serta menyusui anaknya (Pasal 41 UU Perkawinan). 

2. Hakk anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak  

Pasal 4 : semua anak berhak untuk hidup dan tumbuh kembang menajdi 

manusia dewasa dan bersosialisasi bersama lingkungan masyarakat serta 

mendapat perlindungan dari pemerintah untuk mengatasi tindakan kejahatan 

dan kekerasan pada anak.  

Pasal 5: semua anak berhak mendapatkan identitas dan jati dirinya sebagai 

warga Negara. 

Pasal 6: semua anak bebas dalam beribadah tanpa ada terikatan dan berhak 

memilih agamanya masing-masing. 

Pasal 9: Smua anak layak mendapatkan pendidikan yang baik dan pengajaran 

untuk manfaat dimasa akan datng supaya mendapatkan tingkat kecerdasannya 
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sesuai sesuai hobi yang diinginkannya. (undang-undang tentang peradilan anak 

RI, 2006) 

3. Hak-Hak anak menurut pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak. (Setyowati, Aspek hukum perlindungan anak, 1990) 

a. semua anak harus mendapat jaminan kesejahteraaan serta kesehatan dang 

kelangsungan hidup bagi anak maka dari itu keluarga sangat penting dalam 

mengasuh anak untuk tumbuh kembang dengan wajar. 

b. Anak bebas untuk memilih hobi serta kemampuan nya dalam kehidupan 

sosial sesuai dengan adatnya masing-masing serta pribadi dalam lingkungan 

masyarakat. 

c. Anak yang masih dalam kandungan berhak untuk hidup dan lindungi baik 

belum lahir ataupun sudah lahir. 

d. Anak harus dilindungi terhadap lingkungan sosial karna bisa membahayakan 

buat jiwa anak atau bisa menghambatkan perkembangan serta kecerdasan 

anak dan pertumbuhannya. 

4.  Tanggung jawab keluarga sangat penting terutama orangtua berdasarkan UU 

No.1/1974 tentang Perkawinan (Pasal 45 dan 46), bahwa kedua orang tua 

wajib merawat dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak-

anak itu mandiri dan dewasa. 

Untuk mempertahankan dalil gugatan penggugat, pemohon telah 

menunjukkan bukti surat tentang akta cerai antara pemohon dan termohon 

yang dikeluarkan oleh pengadilan agama pekanbaru, bahwa mengingat 

perkawinan penggugat dengan tergugat telah putus karena perceraian atas 
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kehendak tergugat, maka sudah selayaknya tergugat dihukum menyerahkan 

sebagaian  gajinya untuk penghidupan penggugat dan anaknya. (Data berdasar 

Putusan Perkara No: 1665/Pdt.G/2016/Pa.Pbr) 

Tergugat adalah seorang pegawai negeri sipil maka sebagai aparatur 

Negara harus dapat menjadikan teladan bagi masyarakat sudah sewajibnya 

mencontohkan yang baik dalam perilaku dan tindakan dan kepatuhan kepada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk melaksanakan kewajiban 

tersebut sebagai pegawai neferi sipil dan demikian harus ditunjang oleh 

kehidupan yang berkeluarga yang damai dan tentram sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 

Bahwa oleh karena tergugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil (pns) 

maka berdasarkan peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 10 tahun 

1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai Negara sipil 

presiden republik Indonesia yang kemudian telah dirubah dengan peraturan 

pemerintah republic idonesia nomor 45 tahun 1990 tentang atas perubahan 

pemeritah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi 

pegawai negeri sipil pasa 8 menegaskan sebagai berikut: 

      (1) apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria maka ia 

wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan 

anak-anaknya. 

     (2) pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga  

untuk pegawai negri sipil pria yang bersangkutan, sepertiganya untuk 

bekas istri, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. 
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Dalam gugatan yang diajukan pemohon maka majelis hakim mengabul 

gugatan penggugat sebagian, menghukum kepada tergugat untuk membayar 

nafkah terutang selama 21 bulan seluruhnya berjumlah rp. 10.500.000,- dan 

menghukum kepada tergugat untuk memberi nafkah penggugat dengan tergugat 

yang bernama yafied willyam febriansyah bin bakhtiar rp. 1000.000,- (satu juta 

rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. 

Untuk menyelesaikan suatu perkara hakim harus terlebih dahulu mengetahui 

secara objektif duduk perkara sebenarnya sebagai dasar dari putusan yang akan 

dikeluarkan, duduk perkara atau peristiwa yang sebenarnya terjadi baru 

dapat di akui kebenarannya jika para pihak mampu untuk melakukan pembuktian 

didepan persidangan, pembuktian dengan mengajukan alasan-alasan dan 

memberikan dalil-dalil yang dapat memperkuat, memberikan keyakinan kepada 

hakim tentang duduk perkara sehingga hakim dapat mengetahui apa yang menjadi 

dasar dari gugatan tersebut diajukan kepengadilan agama dan memberikan 

putusan yang bersifat adil. 

Hakim dalam memutuskan perkara hal terpenting yang diperhatikan adalah 

fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan peristiwa yang 

dijadikan alat untuk mengukur tingkat kesalahan yang dilakukan oleh masing-

masing pihak sehingga dapat diberikan keputusan yang berdasarkan hukum, untuk 

dapat menyelesaikan suatu perkara atau mengakhiri suatu perkara tersebut, karna 

hakim harus lebih mengetahui dahulu secara objektif perkara sebagai dasar 

putusan tersebut.  



56 
 

Menimbang bahwa penggugat mendalilkan penggugat semasa masih suami 

istri, tergugat telah melalaikan  tanggungjawabnya memberi nafkah kepada 

penggugat selama 21 bulan, sedangkan tergugat tidak membantah hal tersebut, 

maka majelis hakim berpendapat berdasrkan pasal 311 r.bg, terbukti tergugat telah 

melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada penggugat selama 21 bulan 

ketika masih sebagai suami istri. 

Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 ayat 1 jo 

kompilasi hukum islam pasal 80 ayat 2 menyatakan bahwa “ suami wajib 

melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah 

tangga sesuai dengan kemampuannya. (kompilasi hukum islam) 

Pembuktian suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil-

dalil sampai pada batas untuk menyakinkan hakim tentang kebenaran suatu 

peristiwa, sehingga putusan hakim mencerminkan kebenaran dan keadilan. 

Pembuktian sebagai suatu cara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran 

dalil yang dikemukakan dalam suatu persidangan, sehingga akan memperkuat 

kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah, beban untuk 

membuktikan kebenaran suatu dakwaan terletak kepada penggugat atau 

pendakwa. (1665/Pdt.G/2016/Pa.Pbr D. b.) 

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (2) beserta penejelasan 

undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang 

nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, maka perkara ini termasuk bidang 

perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-
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undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, semua biaya perkara 

dibebankan kepada penggugat.  

Majelis hakim pengadilan agama pekanbaru memutuskan untuk 

membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar rp. 

616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah), dengan alasan bahwa perkara ini 

adalah kelalaian, maka sesuai ketentuan pasal 49 huruf a dan penjelasan pasal 49 

tentang peradilan agama pekanbaru berwenang menerima, memeriksa, memutus 

dan menyelesaikan perkara ini; 

Hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur tingkah laku manusia 

dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat dipaksakan pelaksanaanya dengan 

suatu sanksi. menurut wirjono prodjodikoro hokum adalah rangkaian peraturan 

mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan 

bertujuan mengadakan tata tertib masyarakat yang damai dan adil tersebut maka 

dibentuklah sebuah pengadilan . 

Peradilan agama adalah peradilan perdata dan peradilan islam di Indonesia, 

dengan kata lain peradilan yang mengindahkan peraturan perundang-undangan 

Negara dan syariat islam sekaligus, peradilan agama merupakan salah satu 

diantara peradilan khusus di Indonesia, dikatakan peradilan khusus karena 

pengadilan agama mengadili perkara-perkara tertentu atau golongan rakyat 

tertentu. Dalam hal ini peradilan agama hanya berwenang dibidang perdata 

tertentu dan hanya untuk orang-orang islam Indonesia, peradilan agama juga tidak 

mencakup seluruh perdata islam. (Supeno, 2010) 
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Dalam hasil penelitian tersebut penulis telah menyimpulkan bahwa hakim 

telah menjatuhkan putusan tersebut dan menyerahkan hak nafkah anak kepada 

tergugat selaku ayah dari anak tersebut yang didasari demi kemaslahatan dan 

masa depan anak agar batinnya tetap merasakan kasih sayang terhadap kedua 

orangtua yang telah berpisah, menghukum tergugat untuk menfkahi anak sampai 

anak tersebut dewasa dan mandiri sebagai pemengang hak nafkah anak yang sah 

berdasarkan putusan hakim pengadilan agama pekanbaru. 

B. Factor-Faktor Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan   

Kewajiban Dalam Hak Nafkah Anak  Sesudah Perceraian 

Faktor-faktor yang mengakibat bagi orang tua yang tidak melaksanakan 

kewajibannya terhadap hak nafkah anak maka dapat diupayakan dua hal: Pertama, 

terhadap pihak merasa dibebani oleh biaya nafkah anak, dan apabila tidak 

melaksanakan kewajibannya tersebut maka dapat dimintakan eksekusi. Kedua, 

apabila tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dimintakan permohonan 

pencabutan kuasa asuh. Akan tetapi pencabutan kuasa asuh tersebut tidak 

menjadikan kewajiban sebagai orang tua kepada anaknya gugur. (Mufidah, 2008) 

Dalam suatu akibat hukum terhadap anak ialah apabila terjadi perceraian, 

baik orang tua ayah atau ibu tetap berkewajiban merawat dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan 

keputusannya, Menurut Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan apabila 

perkawinan putus karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, Jadi 

ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan 
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yang diperlukan anak. Bilamana ayah kenyataanya tidak dapat memberi 

kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut 

menangung biaya tersebut. (Hadikusuma, 1990) 

1. Perkara perkawinan 

Yaitu dimaksud dengan bidang pernikahan yang diatur dalam UU Nomor 1  

Tahun 1974, ialah: (Rasyid, 2015) 

1. Beristeri lebih dari satu orang; 

2. Izin melangsungkan pernikahan bagi yang belum berusia 21 tahun, 

dalam orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus pada perbedaan 

pendapat; 

3. Dispensasi kawin  

4. Mencegah pernikahan 

5. Menolak pernikahan 

6. Membatalkan pernikahan 

7. Mengugatkan kelalaian atas tanggung jawab ayah atau ibu 

8. Bercerai karna talak 

9. Mengugatkan perceraian 

10. Menyelesaikan harta bersama 

11. Mengenaii penguasaan anak-anak 

12. Istri dapat menangung biaya perawatan dan pendidikan anak bila mana 

ayah yang seharus bertangung jawab tidak memenuhi 

13. Penetuan tangung jawab memberi biaya penghidupan oleh suami 

kepada mantan istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri 
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14. Memutuskan tentang sah atau tidaknya seorang anak 

15. Putusan pencabutan kekuasaan orang tua 

16. Pencabutan kekuasaan wali 

17. Penunjuk orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaaan 

seorang wali dicabut 

18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup 

umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggalkan kedua orang tuanya 

padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya. 

19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah 

menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah 

kekuasaannnya 

20. Penetapan asal usul seorang anak 

21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakuakn 

perkawinan campuran 

22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No.1 

/1974 tentang perkawinandan dijalan berdasarkan peraturan yang lain. 

      Dalam pemeliharaan anak setelah perceraian suami berkewajiban untuk 

memberi kepada mantan istri berupa benda atau uang sebagai bekal hidup, 

penghibur hati mantan istrinya serta memberikan nafkah anak sesudah perceraian, 

bercerainya orangtua tidak gugur kewajibannya terhadap anak harus tetap 

menafkahinya untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai anak 

tersebut dewasa dan mandiri. (Kompilasi Hukum Islam h. 2.) 
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Oleh sebabnya dalam ajaran islam percerian harus dihindarkan sebisa 

mungkin bahkan allah swt sangat benci dengan perbuatan perceraian, bagi 

seorang anak yang dilahirkan perceraian orang tuanya merupakan gunjangan bagi 

kehidupan anaknya dan akan berdampak buruk bagi perkembangan dan 

pertumbuhannya, biasanya anak paling menderita dengan terjadi perceraian orang 

tua. Peristiwa perceraian ini merupakan malapetaka atau mimpi buruk bagi anak-

anak karna tidak lagi dapat menikmati kasih sayang ayah dan ibu waktu 

bersamaan yang sangat penting bagi petumbuhan dan pikiran anaknya, tidak 

sedikit pelaku perceraian yang mengakibat terlantar hak mengasuh anak dan 

terganggu psikis anak. (Effendi, 2004) 

Setelah terjadinya perceraian pengadilan memutuskanan siapa diantara ayah 

dan ibu yang berhak menjalankan kuasa orang tua demi kelangsungan hak nafkah 

anak dan mendidik anak, tidak jarang terjadi mengenai hak nafkah anak karna 

kedua-duanya yang paling berhak dan paling layak dalam urusan merawat anak 

serta memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak.  

Ajaran islam mengajarkan ada dua tahap dalam tumbuh kembang anak 

dalam hubungan hak asuh anak pertama anak belum bisa membedakan antara baik 

bagi dirinya dan mana yang tidak baik untuk dirinya sejak dia lahir sampai 

berumur dua belas tahun sebelum anak mengetahui mana yang bermanfaat dan 

berbahaya ibu lebih mengerti dan berhak menjalan hak asuh serta mendidik anak 

menjadi lebih baik karna kasih sayang seorang ibu apa lagi seorang anak masih 

belum dewasa. 
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 Masa anak dewasa dimulai anak secara sederhana sudah bisa membedakan 

mana yang baik dan mana yang berbahaya dimulai sejak usia tujuh tahun sampai 

anak tersebut dewasa atau baliqh karna pada usia ini anak cenderung sudah mulai 

berfikir memilih dan apakah dia mengikuti ibu atau ayah. 

Tetapi dalam kondisi tertentu ketika pilhan anak tidak menguntungkan bagi 

anak, demi kepentingan anak, hakim boleh mengubah dan menentukan putusan itu 

mana yang terbaik untuk anak dalam hak asuh anak berbeda dengan harta dalam 

sengketa harta putusan hakim bersifat membela hak pemilik yang kalah tetapi 

putsan hak asuh anak tidak sama sekali membela kedua belah pihak melainkan 

mecari solusi bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, biasanya dalam putusan 

ini menyatakan ayah tetap berkewajiban menafkahi anak serta membelanjakan 

untuk kebutuhan anak dan seorang ibu tidak boleh menghalangi mantan suami 

untuk bertemu sama anaknya dan begitu juga sebaliknya. 

Sebagaimana suami dan istri mereka tetap berkewajiban dalam memelihara 

dan mendidik anak-anak jika ada pertengkaran mengenai anak dalam mengasuh 

anak maka pengadilan agama memberikan putusan untuk kepentingan anak serta 

bermanfaat untuk anak maka dari suami bertangung jawab atas nafkah anak dan 

pendidikan untuk masa depannya nantik jika ternyata seorang ayah tidak dapat 

memenuhi syarat-syarat sebagaimana kewajiban ayah terhadap anaknya maka 

pengadilan memutuskan ibu juga ikut membantu anaknya tersebut. 

Seluruh biaya hak nafkah anak dan pendidikan anak ditangung oleh suami 

semampunya sampai anak tumbuh berkembang menjadi dewasa sehingga dapat 

mandiri. Seandainya ibu seorang yang mengasuh anak apabila terjadi, tidak dapat 
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menjaminkan keselamatan anak baik jasmani serta rohani maka  pengadilan dapat 

memutuskan untuk berpindah hak asuh anak kepada seorang ayah dan juga 

bertangung jawab dalam menafkahi anak semampu ayah sampai anak tersebut 

mandiri.  

Sebagaiman kewajiban orang tua yang bertanggung jawab untuk memberi 

nafkah anak, mendidik anak, mengasuh anak, serta melindungi dan melihara 

dengan kasih sayang, tumbuh kembang anak sesuai dengan bakat minatnya serta 

mengatasi pernikahan pada anak-anak diusia dini. Oleh karena itu dengan 

kewajiban nafkah anak serta hak asuh anak pihak istri merasa dirugikan karna 

suami tidak pernah lagi menfkahi anak maka istri dapat mengajukan gugatan 

kepada pengadilan agama supaya pihak yang melalaikan kewajiban segera 

memenuhinya. (Arkola, 2007) 

Ayah dan ibu adalah orang tua yang bertagung jawab atas anaknya dalam 

melihara dan menafkahi anak sebaik-baiknya apabila orang tua terbukti 

melalaikan kewajibannya maka dapat dicabut kuasa asuh dengan putusan hakim 

pencabutan hak asuh tidak berarti orang tua tidak membiayai penghidupan serta 

pendidikan anaknya semampunya. 

seandainya kedua pasangan melalaikan kewajibannya atau meperlakukan 

sangat buruk maka kekuasaan terhadap anak dapat dicabut untuk waktu tertentu, 

pencabuatn orang tua dapat diminta pengadilan oleh salah satu orang tua dalam 

keluarga anak yaitu saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang 

berwenang, sehingga kekuasaan orang tua tidak menghilang tanggung jawab 

untuk melihara serta memberi hak nafkah anak, selagi anak belum berusia delapan 
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belas tahun atau belum menikah maka ia berada dalam penguasaan orangtuanya 

yang mewakili sebagai perbuatan hukum di dalam ataupun diluar pengadilan 

meskipun orang tua memegang kekuasaan orangtua tidak boleh memindahkan hak 

atau mengadaikan barang hak milik anaknya kecuali ada kepentingan mengenai 

anaknya. 

         Sebagaimana kewajiban orangtua ialah melihara anak dan menafkahi sebaik 

mungkin tetap melekat walaupun hubungan perkawinan orangtua sudah putus, 

karna kedua orangtua wajib meliahara anak sampai anak tersebut bisa mandiri dan 

berfikir secara dewasa. 

         Melindungi anak dari upaya tranplatasi, atau pengambilan jual beli organ 

atau jaringan tubuh dijadikan objek dalam penelitian ilmu kedokteran tanpa izin 

orangtua dan bukan memperioritaskan yang terbaik untuk anak, oleh sebab itu 

orangtua dan keluarga serta pemerintah karna diutamakan bertagung jawab 

menjaga anak baik dari kesehatan serta merawat anak sejak dalam usia kandungan 

sepaya diusahakan terhindar dari penyakit yang mengancam nyawa anak tersebut 

serta kelangsungan hidup. 

        Anak sebagai amanah yang diberikan tuhan yang maha esa oleh karena itu 

orangtua wajib memelihara anak serta memenuhi kebutuhan anak serta memberi 

perlidungan kepada anak serta memberi penghidupan yang layak meliputi 

memberi nafkah anak, pendidikan serta kesehatan merupakan tangung jawab 

kedua orangtua baik masih keluarga utuh ataupun putus perkawinan. (Pasal 45) 

Dalam suatu hak nafkah anak seringkali seorang ayah melalaikan 

kewajibannya dalam pmberian hak nafkah anak mengingat perkawinan suami dan 
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istri telah putus bukan berarti tanggung jawab ayah gugur  oleh sebab itu maka 

sudah selayaknya suami memberi nafkah kepada anaknya dan memberikan 

sebagian gajinya untuk penghidupan  yaitu sepertiga penghasilan yang diterima 

oleh suami, pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah sepertiga 

untuk pegawai negeri sipil, sepertiga untuk bekas istri, sepertiga untuk biaya 

penghidupan anaknya. (Deasy Caroline Moch. Dja’is, 1999) 

 Sebagaimana orangtua anak tidak cakap dalam melakukan perbuatan 

hukum atau tidak mengetahui tempat tinggal atau kediamannya maka dari itu 

seseorang dari badan hukum yang dapat memenuhi syarat kriteria tersebut akan 

ditunjukan sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Wali harus sama dengan 

agama anak, wali wajib mengolah harta milik anak dan mewakili sebagai 

perbuatan hukum baik diluar ataupun didalam, selama belum ada penetapan dari 

pengadilan mengenai wali, mengenai harta kekayaan anak dapat diurus dari pihak 

yang berwajib atau lembaga lain yang berwenang dan bertindak dan 

mengawaskan mewakili anak, jika terjadi dikemudian hari wali tidak cakap dalam 

bertindak hukum atau menyalah gunakan kekuasaannya maka statusnya sebagai 

wali anak akan dicabut oleh pengadilan, maka diganti dengan orang lain sebagi 

wali yang mewakili anak tersebut yang ditnjukan oleh pengadilan. 

Penunjuk wali dapat dilakukan oleh orangtua yang menjalankan kekuasaan 

anak sebelum ia meninggal melalui surat wasiat atau dua orang saksi, apabila 

seorang anak yang belum berusia delapan belas tahun tidak berada didalam 

kekuasaan orangtua ia berada dibawah perwaliannya yang akan mengurusi 

masalah peribadi dam harta bendanya wali diutamakan berasal dari keluarga 
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kandung sendiri dan dapat ditujnjukkan pasal 45,46,47 UU, ia wajib membuat 

daftar dan perubahan harta bendanya anak dengan sebaik-baiknya serta wali wajib 

bertanggung jawab terhadap kerugian akibat kesalahan dan kelalaian selama 

menjalankan perwaliannya, wali juga tidak dapat memindahkan hak barang atau 

benda tetap yang dimiliki anak kecuali kepntingan anak tersebut menghendakinya 

itu, kekuasaaan wali dapat dicabut atas permintaan keluarga anak atau saudara 

kandung jika terbukti melalaikan kewajibannya atau berdampak buruk 

dikemudian hari maka dari itu ditunjuk dengan wali lain, perlindungan anak 

dengan orang lain sebagai wali dengan syarat sudah dewasa dan berperilaku baik, 

adil dan jujur selama menjalankan perwalian kepada anak wajib menggurus harta 

bendanya dengan baik dan menghormati agamanya. 

Dalam UU perlindungan anak telah mencangkup beberapa hak anak 

diantaranya pasal 4 menyebutkan bahwa setiap berhak mendapatkan hidup yang 

layak tumbuh dan berkembang, dalam lingkungan yang sehat serta sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan 

anak,hak hak anak yang dimaksudkan dalam pasal 4 ialah bahwa anak berhak 

hidup dan tumbuh berkembang dengan layak sebagaimana dengan anak 

normalnya serta mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan anak. 

Pelaksanaan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai orangtua 

anak dalam pelaku perceraian ini sangat terbukti tentang sebatas biaya anak saja 

karna dilihat dari informasi dan Kendala-kendala yang menyebab tidak 

dilaksanakan kewajiban orangtua terhadap anak disebabkan faktor ekonomi 

keterbatasan biaya hidup. 
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Dalam undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam 

pasal 26 ayat 2 tentang tanggung jawab dan kewajiban orangtua apabila terjadi 

yang menyatakan bahwa orangtua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya 

atau ada sebab dan tidak dapat melaksankan kewajbannya sebagai mana dalam 

pasal tersebut maka tanggung jawab anak akan diserah kepada pihak keluarga 

yang masih ada ikatan terhadap anak, persoalan pengasuh anak apabila tinggal 

bersama ibunya maka dominan ibu membiayayai segala kehidupan anaknya 

apabila sebalik jika seorang anak tinggal bersama ayah maka secara tidak 

langsung ayah yang membiayayai segala kebutuhan anaknya baik dari segi 

nafkah, pendidikan serta kebutuhan lainnya yang menyangkut tentan g anak. 

Pada dasarnya tidak ada celah atau dalih apapun untuk menjauh dari 

kewajiban dan tanggung jawab orangtua sebagaimana mestinya dengan adanya 

pasal 26. 

(1) bahwasannya orangtua diutamakan berkewajiban dan beranggung jawab. 

      a). Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, 

      b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan,bakat,dan  

            minatnya. 

      c). Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.  

           Berdasarkan diatas sama dengan ketentuan undang-undang perkawinan No. 

1 Tahun 1974 menyebutkan pasal 41: baik ibu atau ayah tetap berkewajiban 

memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan 

anak. Sementara dalam poin b “Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya 

pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam 
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kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat 

menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.  

   Itulah ketentuan yang ada dalam undang-undang perkawinan dalam 

mengenai kewajiban orangtua terhadap anak hanya ada satu pengecualian adalah 

jika ayah tidak sanggup dalam memenuhi kewajibannya sebgai orangtua maka 

dari itu ibu juga ikut membebankan biaya pemelihaaran anak dan nafkah anak, 

undang-undang perkawinan yang dijelaskan tadi dalam pasal 41 menampak 

bahwa tidak membebankan pemeliharaan yang mengandung nilai materil serta 

tanggung jawab yang bernilai non materil atau nilai kasih sayang dari orangtua.  

Undang-undang perkawinan biasanya berfokus pada nilai materil,sedangkan 

pasal 105 kompilasi hukum islam atau KHI yang penekanannya meliputi 2 aspek 

tersebut yaitu sebagai berikut: 

Pasal 105 KHI dalam hal perceraian: 

         a. Merawat anak yang belum baliqh atau belum berumur 12 tahun adalah 

hak ibunya. 

         b. Merawat anak yang sudah baliqh diserahkan kepada anak untuk memilih 

apakah mengikuti ibu atau ayah sebagai pemegang hak untuk 

meliharanya . 

         c. Biaya hak nafkah anak ditanggung oleh bapaknya. 

dalam kompilasi hukum islam ketentuan menunjukkan bahwa seorang 

kewajiban ayah kepada anaknya tidak dapat gugur walaupun ia sudah pisah sama 

mantan istrinya atau ia sudah kawin lagi,dapat juga kita pahami bahwa seorang 

anak yang masih kecil atau belum baligh maka pemeliharaan anak merupakan 
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tanggung jawab seorang ibu akan tetapi dalam membiayayai nafkah anak adalah 

seorang ayah, karna meski seroang anak belum nbaliqh otomatis ada dalam 

pemeliharaan ibu atau dalam penggawasannya tetapi dalam segi biaya ditanggung 

ayah.  (undang-undang RI No. 4 Tahun 1979) 

oleh karena itu anak yang belum baliqh maka tanggung jawab pertama ialah ibu 

untuk merawat anak, apabila anak sudah dewasa maka sang anak berhak memilih 

antara ayah atau ibunya yang mana pilih untuk ia ikuti . 

tidak hanya yang terjadi dilingkungan masyarakat tetapi selama ini 

mengenai tanggung jawab hak nafkah anak masih belum terlaksanakan bagi 

pelaku perceraian terutama ayah karna ia memegang tanggung jawab atas 

pemeliharaan anak dalam segi biaya tetapi ketentuan mengenai batas usia jika 

anak belum baliqh maka hak ibu lah yang memelihara dan mengasuhnya dan 

biaya anak akan ditanggung ayah meski anak tinggal bersama ibu, keadaan yang 

terjadi selama ini tidak ada ketentuan apapun kapan anak berada dengan ayahnya 

atau ibunya. 

Salah satu hak anak yang biasa diberikan pasca perceraian yaitu menyangkut 

masalah pendidikan serta kebutuhan anak karan hak tersebut harus diberikan 

orangtua untuk dapat mengembang kepribadiannya serta kecerdasannya sesuai 

dengan kehendaknya dalam suatu yang menyangkut hal positif seperti bakat dari 

anak tersebut, artinya anak harus mendapatkan pendidikan yang layak dan bagus 

dengan tujuan yang sangat mulia sehingga dapat tumbuh menjadi kepribadian 

yang baik serta berakhlak yang mulia dan sopan satun terhadap orangtua baik 
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dilingkungan masyarakat dengan pembelajaran ini lah anak dapat tumbuh menjadi 

dewasa sesuai hobi dan bakat yang ia miliki. (Arief, 1996) 

Pada dasarnya selain hak-hak yang telah dinyatakankan diatas ada hak yang 

sangat penting yang harus diberikan kepada orangtua kepada anaknya yaitu kasih 

sayang orangtua kepada anaknya karena dengan kasih sayang lah anak menjadi 

kepribadian yang baik dan sebagai pondasi dalam hak-hak anak tersebut, 

bagaimana mungkin hak-hak lain akan diberikan kalau jika tidak diberikan kasih 

sayang juga terhadap anak, hal ini sesuai dengan pasal Undang-Undang 

kesejahteraan anak No:4 tahun 1979 pasal 2 ayat 1 yang mengatakan anak berhak 

atas kesejahteraan perawatan,asuhan dan memberikan kasih sayang yang sangat 

baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus oleh wali karna ini untuk 

tumbuh kembang anak dengan wajar. 

Berdasarkan undang-undang No.23/2002 yang dijelaskan di atas tadi tentang 

melindungi anak yang menegtakankan bahwa pengakuan negara atas keseluruhan 

hak-hak nak serta kewajiban dan tanggung jawab Negara yaitu 

pemerintah,masyarakat,keluarga dan orangtua yang bertanggung jawab akan 

tetapi komponennya adalah pemerintah serta masyarakat turut mengawasinya. 

          Dalam perundang-undangan tersebut juga menegaskan bahwa anak ikut 

berpartisipasi anak yang berbunyi “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar 

pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan 

tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-

nilai kesusilaan dan kepatutan”. Hal ini dapat dipahami bahwa hak seorang anak 

pada taraf seusianya dapat diposisikan yang bebas dan merdeka belum 
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terpengaruh dengan lingkungan dan masalah yang sangat konflik tidak pedeuli 

dengan statusnya sekarang dibebas menyampaikan pendapat dan perasaanya. 

(Amir Syarifudin.) 

Intinya anak-anak mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dan 

perasaanya mulai dari ia menanggis, diam,senyum,bergembira dan bersuara manis 

untuk menyampaikan pendapat serta perasaannya, lalu mendapatkan perlindungan 

merupakan hak setiap anak dan di wujudkan perlindungan merupakan keadilan 

bagi suatu masyarakat terhadap hak-hak anak. 

Setiap perceraian selalu memberikan dampak bagi kelangsungan hidup 

anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut, hak pengasuhan atau 

perwalian terhadap anak menjadi suatu hal yang sering menimbulkan perselisihan 

baru dalam masalah perceraian karena masing-masing ingin menjadi orang tua 

yang memiliki hak atas anak-anak mereka, perceraian orang tua tidak 

memutuskan kewajiban seorang bapak untuk membiayai keperluan anak-anaknya 

sampai anak tersebut dewasa, nafkah anak dilimpahkan kepada bapak berdasarkan 

putusan kelalaian hak nafkah anak dalam cerai nomor 1665/Pdt.G/2016/Pa/Pbr. 

Dapat dilihat bahwa majelis hakim memutuskan tergugat sebagai seorang bapak 

harus menafkahi anaknya yang bernama Yafield Wilyan Febriansyah sebesar Rp.  

1000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat 

mandiri. (1665/Pdt.G/2016/Pa.Pbr D. b.) 

Perceraian yang terjadi karena talak suami kepada istri, sesuai dengan 

ketentuan pasal 41 (c) undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka 
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pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban kepada mantan istrinya. 

Kompilasi hukum islam pasal 80 ayat (4) dan (7) menyebutkan sesuai 

dengan penghasilannya, suami menanggung: 

1. Nafkah, kiswah, biaya perawatan, pengobatan bagi anak; 

2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan diri, biaya pengobatan istri dan anak; 

3. Biaya pendidikan bagi anak. 

       Berdasarkan ketentuan tersebut maka kewajiban dari mantan suami yang 

berupa mut’ah naflkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-

anak. Iddah adalah pemberian nafkah dari (mantan) suami kepada (mantan) 

istrinya selama waktu tertentu (selama masa iddah) setelah diucapkan talak oleh 

si (mantan) suami nafkah iddah umumnya berupa uang. 

        Pengadilan agama pekanbaru dalam putusannya menyatakan bahwa 

mengabulkan gugatan penggugat sebagian dalam suatu perkara kelalaian suami 

kepada hak nafkah anak: 

1. Menghukum kepada tergugat untuk membayar nafkah terutang seluruhnya 

selama 21 bulan berjumlah sebesar Rp. 10.500.000,- 

2. Membayar nafkah anak penggugat dengan tergugat yang bernama yafield 

wilyan febriansyah bin bakhtiar sebesar Rp. 1000.000 setiap bulan sampai 

anak tersebut dewasa dan mandiri. 

3. Menolak gugatan penggugat dan selebihnya. 

4. Membebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,-   
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BAB IV 

PENUTUP 

A.    Kesimpulan 

        Berdasarkan hasil penilitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

    1. Yang menjadi dasar gugatan pengugat pada perkara Nomor 1665/Pdt.G/2016/ 

PA/ Pbr. Terjadinya permohonan kepada hak nafkah anak antara penggugat 

dan tergugat dalam putusan kelalaian hak nafkah anak tersebut karna 

seharusnya pihak ayah lah yang bertanggung jawab dalam nafkah anak, 

alasannya adalah anak yang dibawah umur yang berada dalam pengasuhan 

orangtua maka dari itu ayah sebagai pembiaya nafkah anak dan ibu sebagai 

mendidik anak-anaknya tersebut. 

 2.  Majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1665/Pdt.G/2016/PA/Pbr. 

melalui pertimbangan-pertimbangan sudah sangat tepat dalam memutuskan 

perkara kelalaian hak nafkah anak tersebut karna selama ini yang kita 

ketahui kebanyakan orangtua sesudah perceraian tidak pernah menafkahi 

anaknya lagi terutama ayah karna kurangnya pengetahuan hukum dan ilmu 

agama sehingga mengakibatkan terjadinya kelalaian nafkah anak tersebut 

seharusnya yang bertanggung jawab penuh dalam menafkah anak adalah 

ayah karna ayah tulang punggung bagi anak-anaknya. 
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B.     Saran 

         1. Pelaksanaan pemenuhan hak selesai bercerai selama ini belum  mampu 

untuk melaksanakan ketentuan dalam melindungi anak, masyarakat 

hendaknya melaksanakan kewajiban sebagai orangtua terutama dalam 

pelaku perceraian sangat minim terbukti dengan pengetahuan hanya 

sebatas hak anak tentang kelangsungan hidup saja. dalam kewajiban 

suami hendaknya pemenuhan hak anak pasca perceraian harus terpenuhi 

tapi dalam kalangan masyarakat selama ini belum mampu untuk 

melaksanakan ketentuan dalam hak nafkah anak serta perlindungan hak 

anak, disebabkan karna factor kelalaian orang tua dalam hak nafkah anak 

pasca percerian yang menyebabkan lalainya, antara lain karna 

kekurangan ekonomi, lalai orang tua, rendahnya bidang ilmu orang tua, 

serta rendahnya moral orang tua.  

         2. Sebagai orang tua dalam melaksanakan kewajiban pasca perceraian ada 

beberapa penyebab dalam pelaksanaanya, namun bukan berarti kewajiban 

orang tua itu gugur maka dari itu saya ingin menyadari masyarakat akan 

pentingnya hak nafkah anak dan terutama kepada pelaku perceraian 

hendaknya berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak terutama 

kepada suami hendaknya dia memberi nafkah anaknya karna itu tanggung 

orang tua kepada anaknya. 
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